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ABSTRAK

Nama : Endruw Samasta
Program Studi : Hukum Tentang Perekonomian
Judul . Analisis Terhadap Ide Pajak Lingkunganageb Bagian Dari Regulasi

Investasi

Investasi yang ada di dalam suatu negara dapatadieimdikator pertumbuhan
ekonomi. Untuk itu pemerintah membentuk peratumipdang-undangan untuk mengatur
kegiatan investasi agar terarah dan terdapat Kepastukum. Pada skripsi ini akan
membahas bagaimana ide pajak lingkungan menjadabagri kewajiban pada perusahaan
baik penanaman modal asing maupun dalam negerag8ghana kita ketahui dampak
negatif dari kegiatan investasi adalah adanya aanderhadap kerusakan lingkungan hidup
(biaya eksternal). Sebagai perbandingan, digundikaa reboisasi dalam bidang kehutanan
sebagai analisis pajak lingkungan. Analisis terpadana reboisasi, menghasilkan bahwa
terjadi penyalahgunaan fungsi dana reboisasi, uittukdisarankan menggunakan pajak

lingkungan sebagai pengganti mekanisme pencegaitasadkan hutan.

Kata Kunci :

Pajak Lingkungan, Biaya Eksternal
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ABSTRACT

Nama : Endruw Samasta

Study Program : Economic Law

Title : Analysis of (Idea) Enviromental Tax as Rafrinvestment Regulation.

Existing investments in one country can be an mdic of economic growth. Therefore
government establishing a legislation to regulateestment activities to be directed and
there is legal certainty. In this mini-thesis (ghi) will discuss how the idea of
environmental taxes to be part of the obligationimrestment companies both foreign and
domestic. As we know the negative impact of theegtment activity is a threat to damage
the environment (external costs). As comparisom uge of reforestation funds in forestry as
the analysis of environmental taxes. Analysis ef ritforestation fund, generating functions
that occur misuse of reforestation funds, it isisalle to use environmental taxes as a

substitute mechanism of prevention of forest damage

Key Word :

Environment Tax, External Cost
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara yang berada di dekist ldzatulistiwa, di
kelilingi oleh lautan dan samudra, dan memilikiatuthujan yang cukup tinggi.
Keadaan geografis ini yang merupakan pemberian Muhelahirkan Indonesia
sebagai negara agraris. Sinaran matahari separ@ngy membantu proses
fotosintesis pada tumbuhan. Curah hujan yang tindgjunakan sebagai
penyiraman alami yang membantu menyuburkan. Gugmssur vulkanik sirkum
pasifik dan sabuk vulkanik transasiatik menjajariganung vulkanik dari bagian
Barat hingga Bagian Timur Indonesia, sehingga meikdoe tanah subur yang
kaya akan unsur hara. Atas anugrah tersebutlamésim untuk pertama kalinya
mencapai kemampuan untuk swasembada pangan pada &85 bahkan
mampu melakukan ekspor atas produk-produk pertay@gag menjadi primadona

dunia.

Pada perkembangannya Indonesia memulai beralih Keahidupan
ekonomi agraris menjadi industri. Perkembangan strdwsendiri di Indonesia
dimulai sejak awal pemerintahan orde baru deng#&elurkannya Undang-
undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman ModadAsiU PMA).

Dengan adanya UU PMA tersebut mulailah banyak peguraan pabrik-
pabrik yang secara langsung mengurangi lahan yetrgjlannya digunakan untuk
pertanian. Pabrik-pabrik berdiri di kota-kota bediaindonesia menarik perhatian
masyarakat desa untuk datang dan bekerja disang faik ini pula, yang
menjadi faktor meningkatnya tingkat urbanisasiatiskkota besar. Hal sebaliknya
terjadi di desa-desa disekitar kota besar, yanggalami kekurangan sumber
daya manusia untuk membangun dan meningkatkangresekan di desa. Belum
lagi dengan tingginya angka kelahiran yang menykdmatbahan-lahan pertanian

beralih fungsi menjadi lahan untuk perumahan, miealgkan makin

Universitas Indonesia
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berkurangnya lahan-lahan pertanian dan ruang hijondisi tersebut
menyebabkan terjadi perubahan yang cepat padaugEndsosial dan kebiasaan
masyarakat, baik yang berada di desa dan di kotarbd?adahal sesuatu
perubahan yang cepat pada suatu ekosistem alamt dapsmungkinkan

kerusakan pada suatu tatanan masyarakat dan pereicort

Tidak terkecuali dengan hutan di Indonesia, inv@stabidang kehutanan
terus mereduksi lahan hutan di Indonesia. Defasisimenjadi ancaman tidak
hanya bagi flora dan fauna yang ada dalam hutpnjuga manusia. Pemanfaatan
hutan dapat tidak hanya diambil kayu saja, namudaldmnya terdapat banyak
sumberdaya mineral untuk areal pertambangan. Thkdékggalan hutan tanaman
industri dan pembukaan areal kelapa sawit juga kehyumbang deforestasi

hutan alam.

Perkembangan industri dapat meningkatkan perekamngang ditandai
setidaknya dengan bertambahnya jumlah produk ddmiesito. Pada akhirnya
bisa dijadikan sebagai salah satu perhitungan umbghilai perkembangan
perekonomiad. Namun disamping membawa hal positif seperti halnya
meningkatkan pertumbuhan perekonomian, perkembangafustri juga
meninggalkan perubahan yang bersifat merugikan rgepeeningkatnya

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Belajar dari perkembangan revolusi industri di dynhampir selama
kurun waktu tiga abad terjadilah perubahan ikli@Glifhate Change dan
pemanasan globalG{obal Warming® Dampak dari perubahan iklim ini tidak
hanya dirasakan oleh negara-negara eropa yang syelatar me-eksploitasi
industrinya sejak lama. Indonesia menjadi salalu segara yang juga ikut

terancam akibar dari perubahan iklim. Berkaitangdenisu tersebut perubahan

! R. Kerry Turner, David Pearce,dan lan Batengaryiromental Economics An
Elementary Introduction(Baltimore: The Johns Hopkins University Presgynd: 1993), hal.
269.

2 Roesman AnwaRengantar llmu Ekononilakro, (Universitas Indonesia : Yayasan
Cinta Buku Utama), hal 26.

? http://www.alpensteel.com/article/108-230-pemanagiabal/1584--pemanasan-global-
terhadap-climate-change.htrili Unduh pada 11 Nopember 2010.

Universitas Indonesia
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iklim dapat secara signifikan berakibat langsundappertaniarl. Sebagai negara
agraris sudah tentu hal ini dapat mengancam kehidopang banyak.

Selain isu perubahan iklim, patut kita perhatikatalah upaya untuk
memulihkan lingkungan sekitar akibat dari pencemaedaupun kerusakan
lingkungan yang dihasilkan industri. Tidak bisa whgkiri, pencemaran
lingkungan dapat membawa dampak buruk bagi kelarggsu hidup manusia.
Bahwa kerusakan alam yang terjadi memberikan efstara fisik terhadap

lingkungan dan bagaimana reaksi fisik masyarakhatap perubahan terseBut.

Kerusakan pada industri kehutanan dapat mengakibatkanijir,
kebakaran hutan, pencemaran terhadap cadangararah,tdan kerusakan-
kerusakan yang hutan lainnya yang dapat merusakist&m hutan. Terkait
dengan investasi dibidang kehutanan, pemanfaatgm kdam dengan cara
penebangan menjadi salah satu faktor terjadinyaiské&mn hutan. Namun
investasi dibidang kehutanan cukup menjanjikanrdaningkatkan perekonomian
Indonesié Hal ini menjadi buah simalakama, karena di satursenjadi sumber

peningkatan perekonomian, sisi satu lagi sebaggigib kerusakan hutan.

Dalam perspektif ekonomi kerusakan lingkungan adbiaya yang tidak
dihitung pada saat memproduksi barang dan jasgaBesebut diketahui sebagai
biaya eksternalexternal cost. Kerusakan lingkungan akibat dari biaya eksternal
tadi seharusnya dapat dinilai dan penilaiannya dajjadikan sebagai alat
indikator untuk menanggulangi potensial kerusakagkungan (internalisasi

biaya).

* Kerry Turner, Loc.cit.

® Kerry Turner, Op.cit., hal. 4.

® Erwin TambunanProspek Investasi Kehutanan Ceratarian Bisnis Indonesia 5
Janauri 2010, diunduh dari http://bataviase.coetéitberita-10477850.html, pada 24 Juni 2011.

" Biaya eksternal merupakan akibat dari kurangniexilisasi biaya atau keuntungan
didalam kompensasi harga, biaya eksternal dapgadieregative dan positif, yang dapat
merusak lingkungan adalah negative eksternal hiehael Faure & Goran Skogfhe Economic
Analysis of Enviromental Policy And La¢Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, tgdi
Kingdom, 2003), hal 26-7, 95-7.
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Kita semua sangat bergantung pada alam sekitgruktak itu perlu kita
lestarikan demi kelangsungan hidup manusia itu iserRerbagai upaya harus
dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadagkiingan hidup. Upaya-
upaya tersebut haruslah suatu instrumen yangegrasi dan memiliki kekuatan
hukum. Sebagaimana tujuan dari hukum yaitu agarpter suatu ketertiban dan

keadilan di dalam masyaraléat.

Salah satu instrumen untuk mencegah terjadinyaskkan lingkungan
adalah dengan pendekatan instrumen ekonomi (IE)ddkatan ekonomi untuk
kebijakan lingkungan secara umum sudah di terimdatiyak negara-negara
industri. Instrumen ekonomi menekankan pada untukngubah kebiasaan
manusia melalui mekanisme hargéde dasar dari IE adalah bahwa IE akan
menyebar (masuk) ke dalam sistem ekonomi untuk redrajki kegagalan pasar.
Ruang lingkup dari dari IE dapat memiliki potensituk menyebar seperti
product charges, waste disposal taxes, dan depe&itid systemPendekatan IE
lainnya dapat berup@dministrative charges, recycling credit, dan nneite

levies

Macam-macam |E adal&h

1. Material Levy adalah contoh dari pajak masukan yang akan ditk@ina
pada bahan mentahra(v materia) yang digunakan oleh industri
pengemasan, yang akan dibayar dengan tarif sepeatbila mendaur
ulang atau menggunakan kembali.

2. Product charge adalah pajak keluaran yang dikenakan pada pralik
Pajak akan dikenakan berdasarkan potensi pembuasagapah atau
akibat dari polusi.

3. Waste disposal Chargeadalah denda kepada pribadi berupa pengenaan
denda dari setiap pembungan sampah, semakin baayagah dibuang

semakin mahal.

8 Prof. Purnadi Purbacaraka dan Prof. Soejono Seekaerihal Kaedah Hukuprcet.VI
(Bandung : PT Citra Aditya Bakti), hal 51.

°Kerry Turner, Op.cit., hal. 258.

19 Kerry Turner, Op.cit., hal 261-263.
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4. Deposit-refund Systen(DRS), adalah penggabungan antara pengenaan
pajak dan subsidi. Seorang konsumen dapat memiatab&li uang
apabila sampah dari produk yang dikonsumsi dikeikdnallagi kepada
penjual. Hal dimungkinkan apabila konsumen membéglasih pada saat
membeli suatu produk, dimana kelebihan tersebutkusdife deposit.

5. Marketable permijtadalah suatu kuota, izin, ataupun batas maksiaual
polusi pada suatu wilayah. Mula-mula alokasi pedmi berhubungan
pada suatu lingkungan (ambien), tapi kemudian iziersebut

diperjualbelikan sesuai dengan suatu ketentuan yarigku.

Instrumen ekonomi yang ada di Indonesia sebagairteda dituangkan di
dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentantinghemgan dan
pengelolaan lingkungan hidup (UU Lingkungan) addiah

1. Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi

2. Pendanaan lingkungan hidup

3. Insentif dan/atau disinsentif

Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatanrakareliputi:

1 Neraca sumber daya alam dan ligkungan hidup

2 Penyusunan produk domestik bruto dan produk dokeetional bruto
yang mencangkup penyusutan sumber daya alam dansakan
lingkungan hidup

3 Mekanisme kompensasi / imbal jasa lingkungan hahtar daerah, dan

4 Internalisasi biaya lingkungan hidup.

Instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi :

1. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup

2. Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakeampemnulihan
lingkungan hidup, dan

3. Dana amanah / bantuan untuk konservasi

 Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 TigrRerlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN No.140 Tahun 2009\ No. 5059, Paragraf 8.
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Instrumen Insentif dan / atau disinsentif dapatipar:

1.
2.
3.

P o 0

Pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup

Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkurigdap

Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasal yaodaramah
lingkungan hidup

Pengembangan sistem perdagangan izin pembuang#ahlirdan/atau
emisi

Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungap hidu
Pengembangan asuransi lingkungan hidup

Pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup

Sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan gengelolaan

lingkungan hidup.

Berdasarkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki insten perpajakan dan

juga telah diatur di dalam UU Lingkungan Hidup, péningin membahas lebih

jauh di dalam penelitian ini bagaimana internalisaislya eksternal melalui

mekanisme perpajakan sebagai instrumen ekonombjeigeeran sebagai hukum.

1<

Pokok Permasalahan

Dalam penulisan ini, pokok permasalahan yang akkentdikakan oleh

penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan investasi di bidang kehutanan?

2. Bagaimana ide pajak lingkungan diterapkan sebagajiab dari

regulasi penanaman modal?

3. Bagaimana program pajak lingkungan di sektor ketana
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1.3.  Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasaladnao telah diuraikan

diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan pengaturan berinvestasi di Indonesiara&khusus dalam
bidang kehutanan.

2. Setelah kita mengetahui pengaturan dibidang insgstda kewajiban-
kewajiban yang harus dilakukan investor dalam lvesiasi.
Kemudian sebagai salah satu kewajiban tersebupiéian ide pajak
lingkungan sebagai salah satu alat regulasi untekcegah terjadinya
kerusakan alam.

3. lde pajak lingkungan sebagai alat regulasi ditesaptti dalam bidang
usaha kehutanan (IJUPHHK), dan sebagai model penhgaual

digunakan dana reboisasi untuk menganalisa.

1.4 Kerangka Teori

Adapun kriteria untuk memilih Instrumen Ekonomi kdhéf :

1. IE yang dipilih harus dapat untuk mengurangi jangka polusi
(mitigate the range of pollution) dan penggunaahababaku yang
berhubungan untuk kemasan barang. Hal inilah yarsglout sebagai
Enviromental effectiveness principle

2. |IE harus menyediakan insentif yang bekesinambungeank mencari
biaya yang sekecil-kecilnya. Hal ini adalah prinsfiziensi ekonomi.

3. Dampak dari IE tidak boleh secara signifikan refirgsidak harus
melimpahkan beban secara tidak proporsional kepedyarakat). Hal
ini adalah Prinsip KeadilanEQuity). Hal ini dimaksudkan karena
terjadi perbedaan penerimaan akibat antara oramggoyang masih
berada dibawah garis kemiskinan dan orang-orang.Kdisalkan atas
pajak (cukai) rokok, akibat yang dibebankan ke griaaya akan lebih

ringan ketimbang yang dirasakan oleh orang miskin.

12 Kerry Turner,Op.cit., hal 260-261.
13 Stephen Tindale dan Gerald Holtham, Green TaxiRefopollution payment and
labour tax cut, (EU : Institute Public Policy Res#g, hal 46.
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4. Untuk menjalankan IE harus berbiaya murah. Pringjost-
effectiveness
5. IE harus dapat secara mudah dan transparan untuikakan oleh

pasar dan Institusi. Hal ini adalah Prinsip Accbpity

Berdasarkan dasar kriteria evaluasi yaguaviromental effectiveness,
economic efficiency, equity, administrative co$tetiveness, institusional
acceptability. Instrumen perpajakan, secara prinsip memiliki injfang baik
dilihat dari sisienviromental effectivenessan economic efficiencyPada sisi
administratif pajak merupakasost-effectiveg/ang baik, terutama apabila di dalam
prakteknya dapat di proses secara mudah dan ¢&grabayaran pajak memenuhi
prinsip Polluters Pays PrincipleJika pasar ataupun lembaga yang ada memiliki
kendala untuk mengimplementasikan sistem perpajakesebut, maka dapat
dengan mudah di alihkan ke dalam bennaterial —levy Hal ini memungkinkan
lebih dapat menarik perhatian dunia industri. Kesifan dari sistem perpajakan

ini mampu untuk meningkatkan pendapatan di dalayeqsnya?

1.5 Definisi Operasional
Dengan mengacu pada bahan bacaan yang berkaitgardpenelitian ini,
istilah-istilah yang digunakan adalah :
1. Biaya eksternalgxternal cost
Suatu nilai kerugian pada kesejahteraan manusig tydak terkompensasi

akibat dari polust®

2. Biaya Marginal Privatenjarginal private cogt
Biaya yang dibayarkan oleh produsen menghasilk@ntambahan barang
atau jasa®

1 Kerry Turner, Op.cit., hal. 264

% bid, Hal 4

6 Ron Pirayoff Economics Micro & Macro(New York : Wiley Publishing Inc,
Hoboken,NJ).hal.132.
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3. Biaya marginal sosiaharginal social cogt
Biaya yang dibayarkan oleh masyarakat untuk mernighas unit

tambahan barang atau jd3a.

4. Biaya variabel\ariable cosy
Biaya yang berubah akibat tingkat output. Biaydaksel adalah kebalikan
dari biaya tetap, bahwa mereka berfluktuasi derigeykat produksi. Jika
output naik, maka biaya variabel naik juga. Ketda penurunan output,
biasanya akan ada penurunan biaya variabel. Biaymbel termasuk
listrik, bahan bakar, pembayaran untuk material, téaaga kerja®

5. Kenikmatan marginal privatfarginal private benefjt

Manfaat atau utilitas konsumen memiliki untuk baratau jasa’

6. Biaya marginalfharginal cosy

Biaya tambahan dialami ketika satu unit lebih b&rgiaroduksi*®

7. Kenikmatan marginal privat{arginal private benefjt
Setiap tambahan manfaat yang melibatkan individwkumeningkatkan

aktivitas dari setiap satu ufit.

8. Kerusakan Lingkungan
Perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhsitipfisik, kimia,
dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampateika baku kerusakan
lingkungan hidug?

7 |bid., hal 132.
18 Ibid., hal 108.
9 |bid., hal 132.
20 |pid., hal 253.
2L |bid., hal 253.
22 YU Lingkungan, Op.cit., pasal 1 angka 17.
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9. Pendapatan marginah@rginal revenug
Penghasilan tambahan yang terealisasi ketika saiu lebih banyak

diproduksi?®

10. Manfaat marginal sosiaifarginal social benefjt
Setiap tambahan manfaat yang diterima masyarakigbelsingkatan suatu

kegiatan oleh satu urfit.

11.Biaya sosial marginahfarginal social cogt
Masyarakat membayar biaya tambahan untuk meningkRatkuatu

kegiatan oleh satu urfit.

12. Penanaman modal (investasi)
Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik olelanaenan modal
dalam negeri maupun penanaman modal asing untukkolen usaha di

wilayah negara Republik Indonesfa.

13.Pencemaran
Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, enedgn/atau
komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegitamanusia
sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yalath ditetapkaf’

14.Pajak
Kontribusi wajib kepada negara yang terutang olgbagdi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undanggade tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakiak keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran r&kyat.

% Ron Pirayoff, Op.cit., hal 253.

*bid., hal 253.

*®bid., hal 253.

% |ndonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tfigri@nanaman Modal, LN
No0.67 Tahun 2007, TLN No. 4724, Ps.1 angka 1.

" UU Lingkungan, Op.cit., pasal 1 angka 14.

%8 IndonesialUndang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata @arpajakan,UU
No. 28 Tahun 2007, LN No. 85 Tahun 2007, TLN No4@7Ps. 1 angka 1.
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15. Output
Hasil produksi (produk) berupa barang dan fdsa.

1.6  Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah penelikepustakaan yang
bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif artinygenelitian mengacu pada norma
hukum yang terdapat dalam peraturan perundang angaeh serta norma yang
berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyarghiasaan yang berlaku
di masyarakat?
Secara rinci dala penyusunan skripsi ini, metodeejitgan yang akan
digunakan penulis adalah sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian :
Tipe penelitian ini adalah adalah penelitian eksalaris yang
dimaksudkan untuk menggambarkan atau menjelaskahsanatas
suatu permasalahan atau kasus yang menyangkutchartjan hak di
bidang kerusakan alam yang diakibatkan dari sudktivi@as
perekonomian. Sehingga pada akhirnya dapat menapepknjelasan
secara lebih mendalam sesuai dengan maksud penyésg terdapat

dalam tujuan umum dan tujuan khusus dari penulisan.

2. Jenis Data dan Alat Pengumpul Data :
Penelitian yuridis normatif ini menggunakan jeniatad sekunder
dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersignarBdaukum
primer adalah bahan — bahan yang isinya mempung&udtan
mengikat kepada masyarak#tBahan hukum primer yang digunakan
berupa :

a. Norma atau kaedah dasar, dan

*% |pid., hal 251.
%0 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudfjeranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam

Penelitian Hukum(Jakarta : Pusat Dokumentasi Ul, 1979), him. 18.
31 Sri Mamudii et. Al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukudgakarta : Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. 30 — 31.
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b. peraturan perundang — undangan yang terkait dengan
perlindungan konsumen.
Bahan hukum sekunder adalah bahan — bahan yang erikerb
informasi atau hal — hal yang berkaitan denganbahan hukum
primer dan implementasinya. Bahan hukum sekunder yang
digunakan berupa :
a. buku - buku yang membahas mengeranviromental
Economicsperpajakan, mikro ekonomi dan hukum lingkungan,
b. jurnal — jurnal yang memuat artikel di bidang ekamno
berbasiskan lingkungan hidup dan ,

c. dan dokumen yang diperoleh dari internet.

Selanjutnya, bahan hukum tersier adalah bahan -anbajang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap esumbmer
maupun sumber sekund®rBahan hukum tersier yang digunakan

adalah kamus hukum.

3. Metode Analisis Data
Metode pengolahan data dalam penelitian ini berkualitatif karena
mempunyai fokus penelitian untuk meneliti faktauasabab terjadinya
gejala sosial tertentif. Dalam hal ini fakta yang diteliti adalah suatu
kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kerusakakuimgan akibat

dari aktivitas ekonomi.

%2 bid., him. 31.
3 Ibid., him. 31.
34 Ibid., him. 64.
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1.7  Sistematika Penulisan
Untuk lebih memudahkan pembahasan di dalam sknpsi maka
penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, wasebagai berikut :
BAB| :PENDAHULUAN
Pendahuluan adalah bab pengantar. Sebagai babnpengeenulis
menguraikan secara singkat mengenai latar belgdamgasalahan
dari skripsi ini, pokok permasalahan yang dikemuakeaktujuan
penulisan, kerangka konsepsional, dan metode paneldan

sistematika penulisan.

BAB Il : HUKUM INVESTASI DI BIDANG USAHA KEHUTANAN

Dalam bab ini penulis akan membahas bagaimananhimkvestasi
di Indonesia dan terkait investasi di bidang kehah. Pada bab
ini akan dimasukan teori investasi, tujuan investsas-asas, dan
perkembangan investasi di bidang usaha kehutamtn gerizinan
untuk bidang usaha ini. Banyaknya bidang usaha tkehn,
menjadikan bidang usaha terkait pemanfaatan hathrkayu dari
hutan alam ( IUPHHK dahulu HPH) sebagai fokus pdmban.

BAB Il : PENERAPAN PAJAK LINGKUNGAN SEBAGAI BAGIAN
DARI PENGATURAN INVESTASI DI BIDANG KEHUTANAN
Dalam bab ini penulis akan membahas lebih rinci salah satu
dari instrumen ekonomi yaitu Pajak Lingkungan. 3aietu akan
dibahas terkait kerusakan lingkungan yang diakdmatkiaya
eksternal (eksternalitas). Biaya eksternal merupdiiaya yang
perlu di internalisasikan sebagai bagian dari kampsi harga.
Untuk mme-internalisasikan biaya eksternal akanurmbdan
instrumen pajak, kemudian pajak ini dikenal sebagajak
lingkungan. Pembahasan akan dilakukan dimulai dasar
filosofis, dasar matematis, dan dasar hukum darijakPa

Lingkungan, eksternalitas. Pembahasan ini juga akambahas
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model pajak lingkungan yang ada di Indonesia, s$epmiEna
reboisasi.

BAB IV : ANALISIS KRITIS TERHADAP PAJAK LINGKUNGAN DI
SEKTOR KEHUTANAN
Pada bab ini penulis ingin memberikan analisishagéap
pemberlakuan pajak lingkungan terhadap investasajakP
lingkungan merupakan suatu tambahan biaya bagi ipaesstor
didalam melakukan investasi. Dengan adanya tambdiiaya
tersebut, otomatis berdampak langsung terhadap tlkegsn
perusahaan. Lalu bagaimanakah dampak pajak lingkutegsebut
didalam iklim investasi dan regulasi investasi. &g
perbandingan nyata, akan dibahas perbandingan aamajak
lingkungan dengan dana reboisasi yang ada dalamestasi

perusahaan HPH.

BABV : PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan, yang merupakan [zama dari
pokok-pokok permasalahan yang diajukan serta ssaeam yang
merupakan masukan dari penulis yang merupakandraaisa atas

pokok permasalahan yang diajukan.
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BAB I
HUKUM INVESTASI DAN INVESTASI DI BIDANG KEHUTANAN

2.1  Teori-teori dan Hukum Investasi
2.1.1 Teori-teori Investasi®
Pada umumnya yang dimaksud dengan investasi adalgéla sesuatu
yang menghasilkan barang-barang produksi. MenueinKs, investasi adalah
suatu pengeluaran uang yang ditujukan kearah pe&anbaiaupun memproduksi
barang-barang modal. Barang-barang modal terdiri. da
1 Modal tetap (Fixed Capital)
Yang dimaksud dengafixed capital adalah pabrik, gedung, mesin, alat
pengangkutan, dan lain-lain.
2 Modal kerja (Working Capital)
Yang dimaksud dengaworking capitaladalah modal kerja yang ditujukan
untuk pembelian bahan-bahan mentalawfmateria) untuk keperluan

investasi dan sebagainya.

Investasi secara umum digolongkan menjadiuced investmendan
autonomous investmentrang dimaksud dengamduced investmentdalah
investasi yang terjadi akibat adanya pertambahamipgan akan barang-barang
dan jasa-jasa, jadi terjadinya karena pengaruhpgamintaan atau dikatakan juga
suuatu investtasi yang besar kecilnya tergantumgbdsar kecilnya pendapatan
nasional. Autonomous investmeatalah investasi yang terjadi di luar akibat atau
pengaruh pertambahan permintaan atau dikatakan ijugsstasi yang besar

kecilnya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya @gradan nasional.

Investasi dilihat dari sudut arah penggunaannyaatddgagi menjadi
domestic investmentian foreign investmentDomestic investmenierupakan
penanaman modal yang dilakukan oleh orang-orangndalegeri. Sedangkan
foreign investmenmerupakan investasi yang dilakukan pihak asinglalam

% Roesman AnwaRengantar llmu ekonomi MakréJakarta : Yayasan Cinta Buku
Utama), hal. 50-55.
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negeri. Namun yang terpenting sebetulnya di daleom@ni makro pembahasan
investasi adalah pembagian ataduced investmerdan autonomous investmen.
Autonomous investmeatalah inveestasi yang dilakukan oleh pihak perteri
dan umumnya karena kekurangaocial overhead -capital(SOC), seperti
pembuatan jalan raya, jembatan, dan fasilitas ukagentingan umum. Tujuan
dari autonomous investmeatalah untuk mendobrak kemacetan ekonomi agar

dapat bergerak ke arah pertumbuhan ekonomi.

Induced investment adalah investasi yang besainkectergantung dari
besar kecilnya pendapatan nasional. Umunya dilakokah pihak swasta akibat
adanyaautonomous investmertadi setelah adanya pembangunan fasilitas seperti
jembatan, jalan raya,dan lain-lain, baru berdibrgapabrik. Pabrik-pabrik ini
merupakan investasi yang dinamakarmduced investmentJadi autonomous
investmentmenyebabkan pertambahan pendapatan tetapi pettamiya hanya

menyebabkan pertambahianluced investment

2.1.2 Hukum Investasi®®

Setelah kita mengetahui bagaimana teori investasig yberhubungan
dengan perekonomian negara. Kita perlu untuk meahgetdasar-dasar hukum
investasi. Hukum investasi berasal dari terjematmahasa Inggris yaitu
investment of lawDi Indonesia hukum investasi diatur di dalam undandang

nomor 25 tahuun 2007 tentang penanaman modal deangerkait lainnya.

Kaidah hukum investasi digolongkan menjadi dua mmcgaitu kaidah
hukum investasi tertulis dan tidak tertulis. Kaidaokum investasi tertulis
merupakan kaidah hukum yang mengatur tentang asiesti mana kaidah
hukum itu terdapat di dalam undang-undang, trakaatsprudensi, dan doktrin.
Sementara hukum investasi tidak tertulis merupaddadah-kaidah hukum yang
hidup berkembang dalam masyarakat. Pada umumnyayamakat yang

melakukan investasi didasarkan pada kaidah-kaidag fidak tertulis.

% salim HS, Op.cit., hal. 9-11.
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Hal-hal yang diatur dalam hukum penanaman modarariain adalah
hubungan antara investor dengan penerima modal giamgna investor tersebut
dapat dibagi menjadi dua yaitu investor asing darestor domestik. Investor
asing adalah investor yang modalnya berasal darildar negeri, sedangkan
investor domestik adalah investor yang modalmerasal dari dalam negeri.
Kemudian, hukum penanaman modal mengatur mendésteang usaha yang
terbuka yang merupakan bidang usaha yang diperkananntuk berinvestasi.
Selanjutnya, mengatur mengenai prosedur dan sygaast merupakan tata cara
yang harus dipenuhi oleh investor dalam usaha umekanamkan investasinya
di suatu negara. Dari uraian tersebut, dapat dikekan unsur-unsur hukum
penanaman modal sebagai berikut:

1. adanya kaidah hukum
adanya subjek yaitu investor dan negara peaanuestasi
adanya bidang usaha yang diperbolehkan untgsiasi

adanya prosedur dan syarat-syarat untuk medakimkestasi; dan

Y

negara.

2.1.3 Objek dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Investasi

Objek kajian merupakan sasaran merupakan esasati dalam
penyelidikan hukum investasi. Objek tersebut dibaginjadi dua yaitu objek
materiil yang merupakan bahan yang dijadikan sasdedam penyelidikan dan
objek forma yang merupakan sudut pandang tertemhadap objek materiilnya.
Objek formal hukum investasi adalah mengatur Hahgai berikut’

1. Hubungan antara investor dengan negara penerima mad
Hubungan antara investor dengan negara peaenmodal sangat
erat hubungannya karena sebagai investor rekae akan
menanamkan modalnya ke dalam suatu negara dan aneaim
penanaman modalnya menginginkan kepastian daringagngan
hukum dari negara tempat dimana para investan akenanamkan
modalnya. Tanpa adanya suatu kepastian dan pemtyaciu hukum,

7 bid., hal 12-13.
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akan menimbulkan rasa tidak aman bagi investor attan membuat
investor enggan untuk menanamkan modalnya di negesabut. Hal
ini tidak terbatas bagi investor asing saja, natbagi setiap investor
baik investor asing maupun investor domestik megigkan rasa

aman bagi mereka dengan adanya kepastian dandeggjan hukum.

2. Bidang-bidang usaha terbuka untuk investasi

Apabila kita telaah lebih lanjut, ketentuarengenai bidang usaha

penanaman investasi digolongkan menjadi tigacam, Yyaitu

sebagai berikut:

a. Bidang usaha terbuka
Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka Egatén
penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jealsaugrtutup
dan terbuka dengan persyaratin.

b. Bidang usaha yang dinyatakan tertutup
Bidang usaha yang tertutup yang merupakan bidaabautertentu
yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanamodal®

c. Bidang usaha terbuka dengan persyaratan

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaeatalah bidang
usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai &egahanaman
modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usahg gilecadangkan
untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasiabg usaha
yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usgduag

dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usahangy
dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidasghai yang

dipersyaratkan dengan perizinan khu8us.

% UU Penanaman Modal, Op.cit., pasal 12 ayat 1.

% Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indortiestang Daftar Bidang Usaha yang
Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Bextan di Bidang Penanaman Modal,
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 m&@10, pasal 1 ayat 1.

“%1bid., pasal 2 ayat 1.
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Adapun persyaratan yang dimaksud adalah untuk megy@mdengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bitetagruang dan

lingkungan hidug™

3. Prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasdalam
suatu negara
Apabila kita telaah lebih lanjut, ketentuarengenai bidang usaha
penanaman investasi digolongkan menjadi tigacam, yaitu
sebagai berikut:
a. Bidang usaha terbuka
Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka Egatén
penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jeatzaugrtutup

dan terbuka dengan persyaratan.

b. Bidang usaha yang dinyatakan tertutup
Bidang usaha yang tertutup yang merupakan bidaagautertentu

yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanamodal*

c. Bidang usaha terbuka dengan persyaratan

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaeatalah bidang
usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai &egiahanaman
modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usahg glecadangkan
untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasiabg usaha
yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usgduag
dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usahengy
dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidasghai yang
dipersyaratkan dengan perizinan khuus.

“L bid., pasal 3 ayat 1.

2 UU Penanaman Modal, Op.cit., pasal 12 ayat 1.

3 Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indoriestang Daftar Bidang Usaha yang
Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Bextan di Bidang Penanaman Modal,
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 m&@10, pasal 1 ayat 1.

“|bid., pasal 2 ayat 1.
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2.1.4 Asas-asas Hukum Investasi
Di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2&ume&007 tentang
Penanaman Modal telah ditentukan 10 asas dalammaeraa modal. Kesepuluh
asas tersebut adalah sebagai befikut
1.Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hy&gngmmeletakkan
hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangbagaie dasar

dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidangmeman modal.

2.Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhad&pmasyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, ddakt diskriminatif

tentang kegiatan penanaman modal.

3.Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan &®aetiap kegiatan
dan hasil akhir dari penyelenggaraan penananam Imbdaus
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau ralsgliagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai déwgantuan peraturan

perundangundangan.

4.Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakanegala, yaitu asas
perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkaenke&tn peraturan
perundang-undangan, baik antara penanam modal da&gari dan
penanam modal asing maupun antara penanam modadadlarnegara

asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

5.Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peltanbs penanam
modal secara bersamasama dalam kegiatan usahaokamewujudkan
kesejahteraan rakyat.

6.Asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang nsamdgelaksanaan

penanaman modal dengan mengedepankan efisigksaddan dalam

% galim HS, Op.cit., hal 14-15
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usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, keifddan berdaya

saing.

7.Asas berkelanjutan, yaitu asas yang secaendana mengupayakan
berjalannya proses pembangunan melalui penanamadal untuk
menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segalak akehidupan,

baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

8.Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas permmamodal yang
dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamadidindungan

dan pemeliharaan lingkungan hidup.

9.Asas kemandirian, yaitu asas penanaman modal yigaigikn dengan
tetap mengedepankan potensi bangsa dan negarandihgla menutup
diri pada masuknya modal asing demi terwujudnyatupgsuhan

ekonomi.

10.Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomonaksyaitu
asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajononekwilayah

dalam kesatuan ekonomi nasional.

2.1.5 Sumber Hukum Investasf®

Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macain, s@nber hukum

materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum miigdalah tempat dimana

materi hukum tersebut diambil, yang merupakiaktor yang membantu

pembentukan hukum seperti hubungan sosialudtak politik, situasi sosial

ekonomi, pandangan keagamaan dan kesusilaasil Ipenelitian ilmiah,

perkembangan dunia internasional, dan keadaan @feogBedangkan, sumber

hukum formal adalah tempat memperoleh kekuatan ruldal ini berkaitan

dengan bentuk atau cara yang menyebabkan perdtunaal itu berlaku. Sumber

hukum formal dapat dibagi ke dalam dua macam, ysitmber hukum formal

¢ 1bid., hal. 16-25.
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tertulis dan sumber hukum formal yang tidak testuBerarti, sumber hukum
formal yang tertulis dalam hukum investasi adakhgat dimana ditemukannya
kaidah-kaidah hukum investasi yang berasal daruhulyang tertulis seperti di
dalam peraturan perundang-undangan, traktat, yudepsi, dan doktrin.
Sedangkan sumber hukum formal yang tidak tertuitard hukum investasi
berarti tempat ditemukannya kaidah hukum invesyasig berasal dari sumber
yang tidak tertulis seperti kebiasaan dalam makgaratau disebut hukum
kebiasaan.
Sumber hukum dalam hukum investasi antara laingselerikut:
1. Undang-undang
Undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang Penaniiodal Asing
berikut perubahannya, Undang-undang nomor 6 tal@@8 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri berikut perubaharagm@,Undang-

undang Penanaman Modal nomor 25 tahun 2007.

2. Kepres / Perpres / Peraturan Pemerintah

PP nomor 17 tahun 1992 tentang Persyaratan Pamifliaham dalam
Perusahaan PMA, Peraturan Presiden Republik Ingomsmor 36

Tahun 2010 tentang Kriteria dan Persyaratan Pemgans Bidang
Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuiagash

Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Peratuesiden Republik
Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria B&rsyaratan
Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan BidaraghdJyang

Terbuka dengan Persyaratan di Bidang PenanamaniMizaa

3. Traktat
International Center of Settlement of Investatidisputes (ICSID),
Agreement on Trade Related Investment MeasuresMI)RNAFTA,
MIGA, The Treaty of Rome.

4. dan lain-lain
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2.1.6 Hubungan Antara Hukum Investasi Dengan Hukum Lingkungan dan

Hukum Pajak

Pada pembahasan bab sebelumnya, penulis membal@isnéaa suatu
biaya eksternal yang bisa menyebabkan kerusakghkultgan yang dijelaskan
didalam bab 2, kemudian atas biaya eksternal tetskimternalisasikan ke dalam
bentuk pajak lingkungan yang dijelaskan dalam baP&la bab 4 ini, aplikasi
terhadap internalisasi biaya tersebut akan diagiklea kedalam iklim investasi di
Indonesia. Apakah terhadap pajak lingkungan italaejdengan regulasi investasi
di Indonesia, dan adakah bentuk regulasi yang nsejperti pajak lingkungan?
Sebelum itu akan dibahas bagaimana hubungan ami&ran investasi, hukum

lingkungan, dan hukum pajak.

Hukum investasi mempunyai hubungan yang sangatdemragan hukum
lingkungan. Dalam penenanaman investasi itu, digkan bbahwa para investor
diwajibkan untuk menjaga kelestarian lingkungarupidi Indonesia. Apabila ada
pelanggaran atas hal tersebut, maka izin dalamnpenaan modal tersebut dapat
saja dicabut oleh pejabat yang berwenang. Bahkaakypeyang melakukan
pelanggaran hukum dibidang lingkungan hidup dapg@itd@nakan dan dimintai
pertanggungjawaban secara perdata.

Hubungan investasi dengan perpajakan juga sangatRada prinsipnya
setiap investor yang menanamkan investasinya donlesia harus membayar
pajak, sebagaimana yang ditentukan dalam peratpemindang-undangan.
Namun demikian dimungkinkan bagi investor untuk degatkan keringanan

pajak?®

47 Salim HS, Op.cit., hal 26.
“® |bid., hal. 27-28.
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2.2 Investasi Di Bidang Kehutanan
2.2.1 Kedudukan Bidang Usaha Kehutanan dalam Hukum Invesisi

Di dalam hukum investasi, setiap bidang usaha nadsaup bidang usaha
yang terbuka, namun ada beberapa yang bidang gangup dan yang terbuka
dengan persyaratan. Bidang usaha yang tertutugedanka dengan persyaratan
diatur di dalam Perpres nomor 36 tahun 2010 bedartgirannya. Dalam
penulisan ini, bidang usaha yang dipakai oleh penadalah atas usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dekg@de Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 02120.

Alasan penulis mengambil bidang usaha ini adalakneabidang usaha
ini mengambil kayu alam yang selain memiliki nigEkonomis juga merupakan
rumah bagi ekosistem flora, fauna, dan masyarakait setempat secara khusus
dan masyarakat luas yang ikut memanfaatkan fungsinh Disamping itu hasil
kayu tersebut juga pada akhirnya digunakan untakistri hilir seperti usaha

furniture, pembangunan perumahan, dan sebagainya.

2.2.2 Potensi-potensi Usaha Kehutanan
Hutan memiliki banyak manfaat untuk kita semua. adutmerupakan
paru-paru dunia sehingga perlu kita jaga karena fidak maka hanya akan
membawa dampak yang buruk bagi kita di masa kinirdasa yang akan datang.
Manfaat inilah yang dipertahankan dengan segalatyr@n perundang-undangan
demi terciptanya suatu tujuan demi kemanfaatan smanianfaat hutan dapat
dibagi menjad®® :
1. Manfaat/Fungsi Ekonomi
a. Hasil hutan dapat dijual langsung atau diolah ndinfgerbagai
barang yang bernilai tinggi.
b. Membuka lapangan pekerjaan bagi pembalak hutah lega
c. Menyumbang devisa negara dari hasil penjualan frodsil hutan

ke luar negeri.

49 Godam64Pengertian Hutan, Manfaat Hutan & Yang MempengaRéisebaran
Hutan, http://organisasi.org/pengertian-hutan-manfaatyang-mempengaruhi-persebaran-
hutan. diunduh pada 18 Juni 2011.
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2. Manfaat/Fungsi Klimatologis
a. Hutan dapat mengatur iklim
b. Hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia yang mesigha

oksigen bagi kehidupan.

3. Manfaat/Fungsi Hidrolis
a. Dapat menampung air hujan di dalam tanah
b. Mencegah intrusi air laut yang asin
c. Menjadi pengatur tata air tanah

4. Manfaat/Fungsi Ekologis
a. Mencegah erosi dan banjir
b. Menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah

c. Sebagai wilayah untuk melestarikan kenaekaragamgatih

2.2.3 Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Investasi dibidang kehutanan bertujuan untuk meaigle manfaat yang
optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat sdwenkeadilan dengan tetap
menjaga kelestariannya.Pemanfaatan atas hutan dapat dilakukan pada semua
kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam, zahaan zona rimba pada

taman nasionat:

2.2.4 Mekanisme Permohonan Izin Dari Tahun 1957 Hingga 201

Eksploitasi hutan mulai diatur dalam PP No. 64 Tal957, dengan
mengklasifikasikan penyelenggaraan praktik ekspdoibutan di Pulau Jawa dan
madura serta di luar Pulau Jawa dan Madura. PRbigrsmengatur bahwa
pemerintah daerah di Pulau Jawa dan Madura dapayatemggarakan sendiri
praktik eksploitasi hutan di daerahnya, sedangkaktix eksploitasi hutan di luar

Pulau Jawa dan Madura yang belum dapat dilakukadirseoleh Pemerintah

*% Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 figriehutanan, LN No.167
Tahun 1999, TLN No. 3888, pasal 23.
* Ibid., pasal 24.
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Daerah dapat diberikan kepada pihak ketiga dengaat &in. Terdapat tiga jenis
perizinan yang dikenal melalui PP tersebut, ykni
1. 1zin konsesi hutan, dengan luas areal maksimal 0D0.Rektar dalam
jangka waktu maksimal 20 tahun
2. lzin persil penebangan, dengan luas areal maksm@fl0 hektar dalam
jangka waktu maksimal 5 tahun
3. lzin penebangan untuk mengambil kayu dan hasilrhilamnya dalam

jumlah tertentu dalam jangka waktu selamalamantgdn@n

Babak baru pemanfaatan hutan secara eksesif disej&k diterbitkannya
UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Ketentuamtang Kehutanan.
Peraturan setingkat keputusan menteri yang pertitegbitkan terkait dengan
perizinan usaha kayu adalah Keputusan Menteri Marta(Kepmentan) No.
57/8/1967. Ketika itu, urusan di bidang kehutanagrupakan tanggung jawab
Direktorat Jenderal Kehutanan, di bawah naunganafd@men Pertanian.
Kepmentan tersebut menyatakan diperlukannya petsgitaan modal asing dan
modal dalam negeri segera, khususnya dalam ranksalogasi hutan secara
besar besaran di luar Pulau Jawa, dan diperlukaamea hutan yang cukup luas

demi tercapainya target produksi.

Selama rezim Orde Baru berkuasa, pemberian [UPH&i#a fhutan alam
hanya dilakukan melalui mekanisme permohonan, giengali dengan pengajuan
permohonan izin kepada Dirjen Kehutanan. Kepmeh@an57/8/1967 mengatur
bahwa guna menindaklanjuti permohonan tersebut, jeir Kehutanan
melaksanakan Rapat Khusus untuk mendapatkan perigab dari Tim Teknis
pemberian IUPHHK pada hutan alam (dulu dinamakan Teknis Pemberian
HPH). Hal yang perlu digarisbawahi pada mekanismenphonan berdasarkan
Kepmentan No. 57/8/1967 tersebut adalah adanyatkete bahwa pemohon izin

mengadakan perjanjian pendahuluan jika permohorardigetujui oleh Tim

*2 |ndonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahuii T@8tangPenyerahan Sebagian
Dari Urusan Pemerintah Pusat Dilapangan Perikanaut, Kehutanan dan Karet Rakyat Kepada
Daerah-daerah Swatantra Tingkat | Swatantra tingkaPasal 10 ayat 2.
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Teknis. Adanya perjanjian pendahuluan tersebutaetya merupakan ikatan
komitmen pemohon terhadap pengajuan permohonan8gtelah perjanjian
pendahuluan tersebut, pemohon izin bersama Ditgtutanan melakukan survei
areal. Hasil dari survei tersebut memuat lampieangiran dan kesimpulan-
kesimpulan pemeriksaan yang akan digunakan dalanyupanan Feasibility
Report dan penetapan batas-batas areal. Jika Hgastleport yang dibuat oleh
pemohon izin disetujui, kemudian dilakukan perjamjantara pihak pemohon izin
dengan Ditjen Kehutanan yang disahkan oleh Dirj@huanan. Perjanjian ini

dikenal dengan istilaRorestry Agreement

Pada tahun 1968, UU No. 6 Tahun 1968 tentang Per@an&lodal Dalam
Negeri diterbitkan dengan pertimbangan antara pe@manfaatan modal dalam
negeri secara maksimal diarahkan kepada usaha-ushhhilitasi. Karakteristik
menarik dari UU tersebut adalah adanya ketentuamw®anodal yang ditanam
dalam usaha-usaha rehabilitasi, pembaharuan, pafdudan pembangunan baru
di bidang-bidang pertanian, perkebunan, kehutar@zerikanan, peternakan,
pertambangan, perindustrian, pengangkutan, perumedieyat, kepariwisataan,
prasarana dan usaha-usaha produktif lainnya mehkatehtuan pemerintah, oleh
instansi pajak tidak diusut asal-usulnya dan tidé&denakan pajak selama jangka
waktu lima tahun. Diatur pula ketentuan bahwa mgdaly ditanam dalam usaha-
usaha di bidang-bidang tersebut, dibebaskan darggrean pajak kekayaan.
Perkembangan penanaman modal swasta di bidang akamutmendorong
timbulnya eksploitasi hutan secara besar-besaematama di luar Pulau Jawa.
Sedangkan pedoman eksploitasi hutan belum ada,aketentang eksploitasi
hutan jati di Jawa dan Madura. Atas pertimbangasebtait, pada tahun 1969
Menteri Pertanian menerbitkan Pedoman Umum Ekggloiiutan diterbitkan,
dengan maksud agar eksploitasi hutan secara besaram dapat mencapai hasil
maksimal serta untuk menjamin kelestarian hutanmiNg fakta yang dapat
dilihat saat ini adalah tidak tercapainya maksugrientan tersebut. Eksploitasi

hutan secara besar-besaran ternyata hanya mermagdarusakan hutan, bukan

3 Greenomics Indonesia dan Indonesia CorruptiorcW@dEW), Kertas Kerja 06
Evolusi Mekanisme Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasiin Kayu pada Hutan Alam dan
Hutan Tanaman(Jakarta : September 2004), hal. 3.
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kelestarian hutarf:

Dalam rangka untuk menjaga kelestarian dan pengamieegiatan usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu, sejak tahun 197Qaemeal hutan yang dibebani
izin usaha kayu ditetapkan sebagai Kawasan HutaduRsi. Ketentuan tersebut
mengatur bahwa kegiatan usaha pemanfaatan hasin hldayu harus
diselenggarakan berdasarkan azas kelestarian das @erusahaan menurut
rencana kerja. Pada tahun tersebut, pemerintahrbitsa® PP No. 21 Tahun
1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hakifgpitan Hasil Hutan
(HPHH), yang merupakan PP pertama yang dikeluarkebagai peraturan
pelaksana dari UU No. 5 Tahun 1967. PP terseburaeiegas menyebutkan
bahwa pemanfaatan hutan dalam rangka pembanguaorek nasional secara
maksimal melalui pengusahaan hutan. Sehingga, reaedizan kebijakan yang
terkait dengan perizinan usaha kayu sarat dengabada fasilitas dan
kemudahan bagi pemohon izin usaha kayu, mengingatapfaatan hutan
berorientasi pada maksimalisasi ekonomi. PP Nd@.&iun 1970 mengatur bahwa
IUPHHK pada hutan alam diberikan untuk jangka wabaling lama 20 tahun,
dengan luas areal sesuai dengan Rencana Kerja Bsahanfaatan Hasil Hutan
Kayu (RKUPHHK)--dulu dikenal dengan istilah Rencalkarya Pengusahaan
Hutan (RKPH), dan target produksi yang disahkah denteri Pertaniar?

Salah satu karakteristik konglomerasi bisnis kamutapada masa Orde
Baru melalui mekanisme legal PP No. 21 Tahun 19&0ahx diaturnya ketentuan
bahwa pemegang IUPHHK pada hutan alam wajib menidkustri pengolahan
kayu sendiri atau memiliki keterkaitan dengan iidusrsebut. Sehingga, fakta
saat ini memperlihatkan bagaimana kelompok-kelompekgusaha kehutanan
tertentu memonopoli sektor hulu dan hilir kehutadabawah kerangka kebijakan
industrialisasi kehutanan. Praktik tersebut bedang hingga diterbitkannya PP
No. 6 Tahun 1999 yang menghapuskan kewajiban ter3&b

> Ibid., hal 4 par. 2.
%5 |bid., hal 4 par. 3-5.
*% bid., hal 4 par.6.
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Perubahan dari mekanisme Forestry Agreement memaekanisme
pemberian [IUPHHK pada hutan alam melalui Surat kiegan tentang Pemberian
IUPHHK pada hutan alam mulai dibenahi pada tahudll®nelalui Keputusan
Dirjen Kehutanan Kehutanan No. 141/Kpts/DJ/1981. BKjen Kehutanan
tersebut dikeluarkan untuk mengatur prosedur pesgen permohonan
IUPHHK pada hutan alam yang lama berupa Forestrye&gent antara
Perusahaan dengan Pemerintah. Selanjutnya IUPHIdK Ipatan alam diberikan
melalui SK Pemberian IUPHHK pada hutan alam, yaitgndatangani oleh
Dirjen Kehutanan atas nama Menteri Pertanian. SEebait diberikan setelah
pemohon izin memenuhi persyaratan teknis dan adtrasi yang ditetapkan.
Bagan mengenai tahapan mekanisme pemberian IUPH&#a fhutan alam
melalui SK Dirjen Kehutanan tersebut dapat diligtda lampiran. Inisiasi
pembangunan hutan tanaman industri dimulai padaintah986 melalui
Kepmenhut No. 320/Kpts-11/1986.1 Mekanisme perininddPHHK pada hutan
tanaman yang diatur melalui Kepmenhut tersebut jbgamya mekanisme

permohonar’

Dalam rangka deregulasi dan debirokratisasi di rigd&ehutanan,
peraturan-peraturan yang berkenaan dengan tatapeareohonan IUPHHK pada
hutan alam disempurnakan kembali melalui Kepmemthmt 269/Kpts-11/1989,
yang diarahkan untuk mempersingkat jalur birokdagam permohonan I[UPHHK
pada hutan alam. Kepmenhut ini sekaligus mencabotua ketentuan yang
terdapat dalam Kepmentan No. 57/8/1967 dan Kepuotlsgen Kehutanan No.
141/Kpts/DJ/1981. Penyempurnaan tata cara permohtis@HHK pada hutan
alam tersebut antara lain dibentuknya Tim Pertighan yang bertugas
memberikan saran dan pertimbangan kepada Mentdiutiean menyangkut
hasil penilaian proposal permohonan IUPHHK padaamutalam. Tim
Pertimbangan juga melakukan penilaian hasil sudem inventarisasi serta
AMDAL. Menteri Kehutanan baru akan menerbitkan S&nerian I[UPHHK
pada hutan alam setelah mendapatkan saran dammip@nggan dari Tim
Pertimbangan, dan setelah pemohon IUPHHK pada halten melunasi luran

> Ibid., hal 5 par. 2.

Universitas Indonesia

Analisis terhadap ..., Endruw Samasta, FH Ul, 2011



30

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)--dulu dikedahgan istilah luran Hak
Pengusahaan Hutan (IHPH). Namun, Tim Pertimbangesebut hanya terdiri
dari unsur-unsur Eselon | Departemen Kehutanang ytentu tidak menutup
kemungkinan intervensi Menteri Kehutanan terhadagpukusan pemberian

IUPHHK pada hutan alam melalui mekanisme permohoeisebut®

Pada Juli 1989, Kepmenhut No. 377/Kptsll/1989 diketan untuk
menutup sementara permohonan baru IUPHHK pada hatam. Namun,
kebijakan tersebut hanya Dberdasarkan pertimbangatuk u menertibkan
pelaksanaan dan proses pencadangan IUPHHK pada bl#en, memberikan
waktu bagi evaluasi dan konsolidasi proses IUPHHitg hutan alam, serta
terbatasnya kawasan hutan produksi yang dapatikhneftUPHHK pada hutan
alam. Lima tahun kemudian, kebijakan ini dicabuhgin Kepmenhut No.
206/Kpts-11/1994, dengan pertimbangan bahwa adtnass permohonan HPH
sudah tertib kembatf’

Pada tahun 1993, pemerintah membuka kesempatardakm kegiatan
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, yakni izinaugalyu pada areal eks-HPH
oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lingkup Deganen Kehutanan, yang
diatur melalui Kepmenhut No. 362/Kpts-11/1993. Kaigin usaha pemanfaatan
hasil hutan kayu pada areal eks-HPH oleh BUMN lumRepartemen Kehutanan
tersebut dalam bentuk [IUPHHK pada hutan alam, dehggas utama melakukan
permudaan, pemeliharaan, dan kegiatan lainnya.akagitersebut dibiayai dari
Dana Reboisasi (DR) melalui mekanisme PenyertaadaMBemerintah (PMP).
Berbeda dengan IUPHHK biasa, dalam melaksanakaiatkegusaha kayu pada
areal eks-HPH tersebut, BUMN dibebaskan dari kdwaajimembayar [IUPH.
Kebijakan untuk mendorong kegiatan usaha pemamfdadail hutan kayu pada
areal eksHPH tersebut dikeluarkan mengingat addsgalHK pada hutan alam
yang masa berlaku izinnya telah habis dan tidalerggnjang lagi, sehingga
terdapat kawasan hutan produksi eks-HPH yang umandajam kondisi perlu
segera direhabilitasi. Kriteria khusus terhadapalareks-HPH yang dapat

%8 |bid., hal 5, par 3-4.
%9 |bid., hal 6.
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diserahkan kepada BUMN untuk dikelola adalah:
1. masih memiliki virgin forest tetapi tidak ekonomis untuk diusahakan
dengan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI)

2. keadaan hutan bekas tebandagded over areamasih baif’

Perusahaan swasta juga diberikan kesempatan untrigatola dan
mengusahakan areal eks-HPH tersebut, dengan markbgenusahaan patungan
bersama BUMN lingkup Departemen Kehutanan. Ketentuma diatur dalam
Kepmenhut No. 62/Kpts-11/1995 mengenai pemberiaRHBIK pada hutan alam
kepada perusahaan patungan, dengan mengajukanhmeramokerjasama kepada
Menteri Kehutanan. Jika permohonan tersebut disetomjaka BUMN bersama
perusahaan swasta tersebut membuat Nota Kesepah@vtemorandum of
Understanding), sebagai dasar disusunnya Perjab{emasama Pengusahaan
Hutan. Persetujuan pembentukan perusahaan patufigankan oleh Menteri
Kehutanan dan Menteri Keuangan, sementara akter@@ngderusahaan patungan
perlu disahkan oleh Menteri Kehakiman. Kepmenhut. N@/Kptsll/1995
membagi komposisi saham perusahaan patungan séieatyait:

1. BUMN maksimum 49% (bagian saham BUMN sebagian ddpmrikan
pada BUMD tingkat propinsi yang besarnya 510%, yaligtapkan
berdasarkan penilaian Dephut)

2. Perusahaan swasta maksimum 49%

3. Koperasi maksimum 293

Sejak dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1995 tentangd?ean Terbatas,
Kepmenhut No. 65/Kpts-11/1995 dicabut melalui Keprhet No. 386/Kpts-
[1/1996 tentang Pedoman Pembentukan Perusahaanngdatu Bidang
Pengusahaan Hutan pada Areal Eks-HPH, untuk kelamach dalam pemberian
IUPHHK pada hutan alam kepada perusahaan patuKg@menhut ini mengatur
ketentuan bahwa perusahaan patungan harus memgthitten Koperasi dan
dapat mengikutsertakan Badan Usaha Milik DaeranMBYdi wilayah tersebut.
Komposisi saham perusahaan patungan tersebutmeakalami perubahan dari

€ bid.,hal. 7.
®1 pid.,hal. 8.
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komposisi yang diatur dalam Kepmenhut No. 65/KptE9B5 %2

Setelah enam tahun berlaku, Kepmenhut No. 269/Kf1889 dicabut dan
digantikan dengan Kepmenhut No. 236/Kpts-11/1995. ertilbangan
diterbitkannya Kepmenhut ini adalah optimalisasioges penyelesaian
permohonan IUPHHK pada hutan alam dan mengatur &kngersyaratan
permohonan IUPHHK pada hutan alam untuk kepentirgamilaian bonafiditas
perusahaan IUPHHK pada hutan a/%m.

Sejak Pemerintah Soeharto menandatangani LOI deigankebijakan
kehutanan Indonesia sangat dipengaruhi oleh lemHdemsngan tersebut.
Misalnya, pemberian IUPHHK pada hutan alam danrhteaaaman yang selama
rezim Orde Baru berkuasa hanya diberikan lewat miske& permohonan saja,
LOI tersebut mengharuskan dipraktikkannya mekanigmeéelangan. Jangka
waktu berlakunya IUPHHK pada hutan alam dan huaaarnan yang sebelumnya
hanya dalam kurun waktu 20 tahun masa konsesi jdgaahkan’ untuk

diperpanjang?”

PP No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutanetanngutan Hasil
Hutan pada Hutan Produksi merupakan peraturanggetiiPP yang pertama kali
diterbitkan setelah lengsernya rezim Orde Baruukinhencabut ketentuan-
ketentuan sebelumnya yang terkait dengan IUPHHKa gadan alam dan hutan
tanaman. Meskipun masih mengacu pada UU No. 5 TaB6@, namun PP ini
telah memperhatikan aspek rasionalitas, optimalitas daya dukung hutan alam.
Misalnya, PP No. 6 Tahun 1999 mencabut ketentudand®P No. 21 Tahun
1970 yang mengatur bahwa pemegang IUPHHK pada hatam wajib
mendirikan/memiliki keterkaitan dengan industri gelahan kayu, untuk

mengurangi konglomerasi bisnis kehutafan.

%2 bid., hal. 8 par. 2.
%3 Ibid., hal. 8 par. 3.
® Ibid., hal. 8 par. 4.
% Ibid., hal. 8 par. 5.
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Terkait dengan perizinan IUPHHK pada hutan alam lgatan tanaman,
PP No. 6 Tahun 1999 mengatur bahwa perizinan ddpsgrikan melalui
mekanisme permohonan dan pelelangan. Mekanismeopeman tetap ditempuh
untuk pemberian [IUPHHK pada hutan alam dan hutaant@an untuk standar luas
areal konsesi < 50.000 hektar. Hal menarik yantupmtgarisbawahi dari PP ini
antara lain diaturnya standar luas areal konsesiadanya pembatasan pemilikan
izin konsesi hutan alam dan hutan tanaman kepatia pgausahaan dengan
grupnya. Hal ini juga merupakan bagian dari upayaki menghindari praktik
konglomerasi dalam IUPHHK pada hutan alam dan hutamaman.
Kepmenhutbun No. 312/Kpts-II/1999 diterbitkan gumangatur secara khusus
tentang tata cara pemberian IUPHHK pada hutan diemgan luas areal < 50.000
hektar melalui mekanisme permohonan. Aturan dalapnkenhutbun tersebut
mengklasifikasikan 3 (tiga) jenis perizinan, yakhiPHHK pada hutan alam
dengan luas areal 10.000-50.000 hektar, IUPHHK gadan tanaman dengan
luas areal 10.00050.000 hektar, dan IUPHHK padarhatlam dan hutan tanaman
dengan luas areal < 10.000 hektar (lihat Tabel®.1)

IZIN KONSESI KRITERIA PEMOHON PEMBERI IZIN
LUAS AREAL(HEKTAR KONSESI

IUPHHK pada 10.000 - 50.000 |Koperasi yang beranggotakan Menteri
masyarakat setempat atau badan
hukum koperasi yang bergerak di
hutan alam bidang pengusahaan hutan Perkebunan
Pengusaha kecil dan menengah
serta perusahaan swasta
nasional yang berbentuk PT

Kehutanan dan

IUPHHK pada | 10.000 - 50.000 |BUMN Menteri

hutan tanaman Kehutanan dan
BUMD
PT (Asing dan Nasional)
Koperasi

IUPHHK pada <10.000 BUMN Gubernur

hutan alam dan

hutan tanaman

BUMD
PT (Asing dan Nasional)
Koperasi

®® bid.,hal. 9.
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Mengacu pada PP No. 6 Tahun 1999, Kepmenhutbun 536/Kpts-
[1/21999 dikeluarkan untuk mengatur ketentuan menggremberian IUPHHK
pada hutan alam dalam rangka Land Grand CollegeCjLGntuk lembaga
pendidikan. Pertimbangan dikeluarkannya Kepmenhutieussebut adalah untuk
memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikanlemalpaga penelitian
untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penelitian gengkajian tentang hutan
untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakatkitiirsdan dalam hutan
dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan wgrs&hiinya, subjek pemegang
IUPHHK pada hutan alam diperluas lagi dengan maearigéttakan lembaga
pendidikan dan lembaga penelitian untuk mempert&HHK pada hutan alam
pada areal eksHPH dalam rangka LGC ters&but.

Pemberian IUPHHK pada hutan alam dalam rangka L&€ebut juga
dilakukan dengan penerbitan SK Menteri Kehutanan Barkebunan tentang
Pemberian IUPHHK pada hutan alam. Namun, faktapiihgan memperlihatkan
bahwa pemberian IUPHHK pada hutan alam dalam rah@i@&ternyata juga ikut
memberikan kontribusi terhadap kerusakan hutan,ateengingat LGC diberikan
kepada pihak yang tidak kompeten dalam kegiatagyssthaan hutaf.

Pada bulan September 1999, UU No. 41 Tahun 199fngrKehutanan
diterbitkan sebagai pengganti UU No. 5 Tahun 1987 .Kehutanan baru tersebut
mengganti penggunaan istilah Hak Pengusahaan Hidtid) dengan Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Makna yasegp digarisbawahi di
sini adalah perubahan kata Hak yang berkonotagjatife bahwa pengusaha
memiliki ‘hak’. Kata Hak tersebut diganti menjaditk I1zin Usaha, yang memberi
‘pesan’ bahwa pengusaha hanya memperoleh izin umtlkksanakan kegiatan
usaha pemanfaatan hasil hutan, bukan memperoleh Setkingga, pengusaha
sebagai pemegang izin harus tunduk pada ketenetantkan yang diatur oleh

pemberi izin®®

%7 Ibid., hal. 10 par. 1.
% |bid., hal. 10 par. 2.
% Ibid., hal. 10 par. 3.
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Terkait dengan perizinan usaha kayu, Kepmenhut@$dl/Kpts-11/2000
yang mengatur kriteria dan standar perizinan ugemaanfaatan hasil hutan dan
perizinan pemungutan hasil hutan pada hutan prodl&s diterbitkan, sebagai
pedoman bagi Gubernur dan Bupati/Walikota dalam begikan izin usaha
pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu daanbkéyu. Kepmenhut
tersebut menetapkan bahwa pemungutan hasil hutan dapat diajukan oleh
perorangan atau koperasi masyarakat dengan luals1®@ hektar dan ketentuan
bahwa setiap pemohon izin maksimal hanya dapatikédre5 buah izin dalam
satu wilayah kabupaten/kota. Bupati/Walikota bemvendalam menerbitkan izin
pemungutan hasil hutan kayu melalui SK Pemberian Pemungutan Hasil
Hutan Kayu. Namun, ternyata dalam praktiknya, Kepmug tersebut justru

berimplikasi pada pemberian izin-izin kecil yandgtk dapat terkendalf.

Kepmenhut No. 05.1/Kpts-1I/2000 juga merupakan &agdari respon dalam
rangka pelaksanaan otonomi daerah. Kepmenhutbun mengatur bahwa
Gubernur dan Bupati/Walikota dapat memberikan [URHidda hutan alam pada
areal Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terb@td3T), dan Hutan Produksi
yang dapat di-Konversi (HPK). Sedangkan, untukzoesin IJUPHHK pada hutan
tanaman diatur dalam Kepmenhut No. 10.1/Kpts-liR0@ntang Pedoman
Pemberian ITUPHHK pada Hutan Tanaman, yang juga regk@m kewenangan
kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. Kriteria ddandar perizinan usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanamédor diersendiri melalui

Kepmenhut No. 21 Tahun 2001 (lihat Tabel Z%2).

O Ibid., hal 10 par.4.
" Ibid., hal 10-11.
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Tabel 2.2, Standar Luas Areal bagi IUPHHK pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman
IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN

Wilayah Luas Areal Maksimal Pemohon lzin Luas Areal Maksimal
(Hektar) (Hektar)
Dalam satu propinsi 50,000| Perorangan, dalam satu 1,000
wilayah kabupaten
Di Propinsi Papua 100,000| Koperasi masyarakat 5,000

setempat, dalam satu
wilayah kabupaten

Dalam wilayah 400,000] Badan Umum Milik > 5,000 s.d. 50,000
Indonesia Negara
Setiap perusahaan Badan Umum Milik > 5,000 s.d. 50,000

dapat memiliki

maksimum 2 izin
dalam satu provinsi Daerah
Badan Umum Milik > 5,000 s.d. 50,000
Swasta/Asing

Sumber: Mengacu pada Keputusan Menteri Kehutana®d®@/Kpts-11/2000 dan
No, 10,1/Kpts-11/2000

Pemberian IUPHHK pada hutan alam maupun hutan tanaoieh
Gubernur dan Bupati/Walikota tersebut hanya dilakukmelalui mekanisme
permohonan. Untuk izin pada areal yang berada dakton wilayah kabupaten,
pemohon izin mengajukan permohonan kepada BupdikiVa terkait,
sedangkan untuk permohonan izin pada areal yamgdaedalam dua wilayah
kabupaten atau lebih diajukan kepada Gubernur. Remozin mengajukan
permohonan kepada Menteri Kehutanan dengan tembkepada Gubernur
terkait jika areal berada pada dua wilayah progateu lebih. Artinya, mekanisme
pemberian IUPPHK pada hutan alam dan hutan tananesih tetap dilakukan
melalui mekanisme permohonan, hiangga terbitnydBP34 Tahun 2002 yang
hanya mengamanatkan pemberian IUPHHK pada hutam @ hutan tanaman

melalui mekanisme penawaran dalam pelelafdgan.

21bid., hal 11.
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2.2.5 Isu masalah Investasi Kehutanan dan Lingkungan Hidp

Dalam pemanfaatan kayu dari hutan alam bermanfaak unenjalankan
aktivitas ekonomi yaitu; kegiatan produksi, distisb dan konsumsi. Kegiatan
produksi dalam hal ini adalah penebangan pohoniatay distribusi adalah
proses pengangkutan kayu dari lokasi penebangarpasadengan tempat
pengolahan, dan kegiatan konsumsi adalah pemanfeaya hasil penebangan
untuk diolah kembali menjadi kertas, kayu lapisn dain-lain termasuk di
dalamnya langsung dipakai oleh konsumen akhir. Aketapi dalam
pemanfaatan kayu tersebut, terjadi eksternalitag yapat merusak ekosistem
hutan dan sekitar hutan. Untuk itu diperlukan suagtrumen regulasi yang
menjamin aktivitas investasi tersebut tidak merdsakungan atau setidaknya
mengurangi dampak kerusakan. Regulasi tersebutnal@m untuk me-
Internalisasikan biaya eksternal ke dalam hargarmgjasa. Instrumen untuk
me-internalisasikan biaya eksternal yang digunakah penulis adalah pajak
lingkungan. Sebetulnya dalam pemanfaatan kayu alaah dikenakan dana
reboisasi (DR), suatu instrumen ekonomi yang ndgpgan pajak lingkungan.
Namun penerapan DR tersebut tidak berjalan dengéndan cenderung nilai
yang dikenakan terlalu rendah.
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BAB Il
PENERAPAN PAJAK LINGKUNGAN SEBAGAI BAGIAN DARI
PENGATURAN INVESTASI DI BIDANG KEHUTANAN

3.1 Eksternalitas
3.1.1 Pengaruh Biaya Terhadap Investasi

Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukantuk
memproduksi atau menghasilkan suatu barang dan Biaga menjadi faktor
yang penting didalam suatu perusahaan, karena pega akhirnya menentukan
harga jual suatu barang dan jasa. Di dalam suamop&bsi bisnis, harga jual
merupakan hal yang menentukan untuk merebut pasekahsumen. Siapa yang
bisa menekan biaya serendah mungkin, maka akan embegar peluang untuk
menjual dengan harga yang lebih murah dan padangkhmerebut pasar. Namun
biaya yang terdapat di dalam suatu produksi cemdentengalami kenaikan, hal
ini dapat disebabkan karena terjadinya inflasi dsemakin berkurangnya
sumberdaya alam sebagai faktor produksi. Biaygrabiersebut antara lain adalah
seperti upah pekerja, bahan baku mentah, tagilstnk]i dan lain-lain untuk
kebutuhan produksi. Dengan semakin tingginya bigyaduksi, keuntungan
perusahaan semakin berkurang. Bahkan jika diterulsisa saja mengalami pailit.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, berlomba-lombaa ppelaku usaha untuk
mencari faktor-faktor produksi yang lebih murahnegara-negara berkembang.

Di dalam teori investasi yang dikemukakan oleh PEopiman Rajagukguk,
yaitu teori organisasi industri integrasi vertikal
Investasi dilakukan dengan cara integrasi vertikajjakni dengan
menempatkan beberapa tahapan produksi di beberakasi yang berbeda-
beda di seluruh dunia. Motivasinya adalah :
1. untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produssy rendah
2. kebijaksanaan pajak lokal
3. untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusafpmnsahaan lain.
Artinya dengan investasi di luar negeri, ini beiarperusahaan-

3 Salim HS dan Budi Sutrisnblukum investasi Di Indonesidakarta (Rajawali Pers,
2008), hal 159-161.
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perusahaan multinasional tersebut telah merintakeplatangan pesaing-

pesaing dari negara-negara lain sehingga monopigedahankan.

Indonesia sebagai negara berkembang dinilai olead palaku usaha di
luar negeri (investor asing) dinilai memiliki potal. Selain sebagai penghasil
sumber daya alam yang berlimpah, upah pekerjaddinesia dinilai masih rendah
dan juga merupakan pasar yang besar sekali karghikutig oleh jumlah
penduduk yang banyak. Tidak hanya investor asimggstor dalam negeripun

tidak mau ketinggalan, untuk berinvestasi.

Masuknya investor sudah barang tentu membawa rsdifplcarena ikut
membangun negara dan meningkatkan perekonomiaringRatan ini dapat
dilihat dengan banyak jumlah tenaga kerja yangrageadanya pembangunan
perkantoran dan pabrik-pabrik, dan berubahnya leeadasial kebudayaan di

kota-kota besar.

Namun masuknya investor ini, tidak hanya membawalahan positif
tapi juga hal negatif yang sudah penulis jabarkadap bab sebelumnya.
Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh adantitak ekonomi tersebut,
dikarenakan perusahaan hanya menghitung faktorugsbderdasarkan biaya-
biaya untuk memproduksi sampai dengan terjual éiayernal). Perlu disadari
bahwa selain biaya-biaya internal tersebut jugaladga-biaya lain yang terjadi
akibat perubahan di lingkungan hidup dan sosial d®@rakatan. Biaya yang
terjadi akibat adanya perubahan di lingkungan dasiab kemasyarakatan itu
kemudian dikenal sebagai biaya eksternal (biaygadierdiluar biaya untuk

memproduksi).
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3.1.2 Mekanisme Pasar Yang Memunculkan Biaya Eksternal
Sebagaimana yang kita tahu di dalam pasar belizey perusahaan akan
menentukan dua faktor didalam menentukan tingketutyproduksi yait(f :
1. berapa banyak output yang dapat dijual
2. berapa banyak biaya yang dibutuhkan didalam reemdpiksi setiap unit output

itu.

Didalam ilmu ekonomi kita mengetahui bahwa tambab@ya yang
dibutuhkan untuk memproduksi setiap unit adarerginal variable cos{MVC).
Lebih lanjut ketika MVC =marginal revenugMR) (tambahan keuntungan dari
setiap tambahan unit yang terjual), perusahaan b&drenti melakukan ekspansi
produksi dan memastikan pada tingkat itu merupas&ah output. Dari penjelasan
ini dapat dilihat bahwa mekanisme pasar pada dgsaperusahaan akan
melakukan meningkatkan produksi apabila harga ydmerima (pendapatan)
melebihi jumlah biaya yang dikeluarkan dari peneigkn produksi tersebut. Hal
ini mengandung makna bahwa, perusahaan akan saedadati-hati didalam

melakukan pemborosan penggunaan sumberdaya urctdidsi’>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasar béibes market)
memberikan perusahaan “insentif” yang besar untuiakukan pelestarian
daripada melakukan eksploitasi secara besar-besamalberdaya alam yang harus
mereka bayar. Karena perusahaan akan hanya mehkggusamberdaya ketika
biaya sama dengan pendapatan yang akan merek&ahasibn tidak akan
menghambur-hamburkan sumberdaya yang ada. Hal @mguoatkan hipotesa
sebelumnya bahwa mekanisme pasar sangat ramahddprhpenggunaan
sumberdaya. Akan tetapi konklusi tersebut akan aaeisiedikit tidak wajar ketika
kita mempertimbangkan bahwa sumberdaya telah dikadioleh alam secara

gratis’®

" Kerry Turner, Op.cit., hal 72.
> Ibid., hal 72 par.3.
® Ibid hal. 72 par.4.
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Pertimbangkan asumsi yang tersirat dari pernyatsnhwa pasar akan
hanya memanfaatkan sumberdaya ketika nilainya l&bitil dari nilai barang
yang sudah jadifihished goods Asumsi menggambarkan bahwa biaya dari
sumberdaya tersebut merupakan suatu indikator adamiai dari suatu

sumberdayd’

Kita pertimbangkan lagi terhadap setiap pengguneaergi didalam
melakukan produksi. Energi tersebut dapat berugageriosil (batu bara, gas,
minyak,dll) atau energi nuklir. Akan kita ilustrkan pada contoh berikut, pada
suatu industri kertas dibutuhkan listrik untuk nkellean produksi, dan listrik
dihasilkan dari suatu pembakaran batubara. Atagablstrik tersebut akan
menjadi biaya oleh perusahaan kertas berdasargdratalistrik dari perusahaan
listrik (PLN). Tetapi tagihan listrik tersebut hanyakan merefleksikan berapa
banyak PLN membeli batubara, memperkerjakan pekpgeawatan, dll tanpa
melakukan penghitungan terhadap kerusakan alam ydiegbabkan oleh

penggunaan batubara untuk kebutuhan listrik.

Pembakaran batubara dapat menyebabkan meningkii@ya(nitrogen
oksida), SOx (asam sulfat), dan CO2 (karbon di@sidi udara yang dapat
mengakibatkan penyakit pernafasan (ispa) dan mankab efek rumah kaca
sebagai pemicu perubahan iklim (climate changepp&aadanya sebuah regulasi
dari  pemerintah, mustahil dampak dari polusi teuseb akan
dipertanggungjawabkan oleh perusahZadleh karena itulah tagihan listrik yang
dibayarkan oleh industri tidak merefleksikan peg@mgjawaban atas kerusakan
yang akan ditimbulkan. Justru masyarakat yang ké&mudharus membayar

dengan kesehatan dan turunnya kualitas lingkungan.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat, bahwa segiumgya perusahaan
(industri) didalam melakukan proses produksi (komsiyi tidak hanya
menggunakan sumberdaya yang dapat dinilai/dihgpyaied) saja. Tetapi juga
menggunakan sumberdaya yang tidak dapat dihargaprited. Namun

" Ibid., hal 72 par.5.
8 Ibid., hal 74 par.2.
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disayangkan atas sumberdaya yang tidak dapat dihangpriced dinilai nol,
sehingga jumlah pendapatan yang diterima daris@#gambahan output (MR)
sebetulnya masih dibawah biaya untuk memprodukisipseuput (MVC)’°

3.1.3 Pengertian Biaya Eksternal
Suatu eksternalitas terjadi ketika pilihan konsuatau produksi dari satu
orang atau perusahaan memasuki fungsi utilitas ptaduksi entitas lain tanpa
izin yang entitas atau kompenssi.
Pada dasarnya seperti dijelaskan pada bab sebeutriaya eksternal
dapat digolongkan menjadi dua yaitu :
a. biaya eksternal yang membawa dampak pd¥itif.

b. biaya eksternal yang membawa dampak neffatif.

Biaya ekstenal yang akan dibahas pada penulisaadalah biaya eksternal
(eksternalitas) yang membawa dampak negatif. Damgagatif dalam hal ini
adalah adanya suatu kerusakan lingkungan yang meagga kehidupan

manusid>

3.1.4 Pengertian Polusi Sebagai Eksternalitas

Pengertian polusi menurut definisi ekonomi adalangantung pada
adanya suatu reaksi fisik pada lingkungan akibatwslimbah astg dan adanya
reaksi manusia atas perubahan fisik pada lingkurtgasebut’ Reaksi fisik
tersebut dapat berupa pengaruh biologis dan kimi@antoh perubahan biologis
dapat berupa perubahan pada suatu species danugang@da kesehatan.
Sedangkan perubahan kimiawi berupa hujan asam. sRealanusia atas

perubahan tersebut dapat berupa ; ekspresi ketidakanan, keresahan,

" bid., hal 75 par.2.

8 Charles D. Kolstad, Enviromental Economics, Oxf@@atford University Press 2000).
Hal 91.

81 Ron Pirayoff, Op.cit., hal 254.

%2 bid., hal 255.

8 Ron Pirayoff, Op.cit., hal 254.

8 David W. Pearce dan R. Kelly Turner, EconomicdNafural Resources And The
Enviroment, Baltimore (The John Hopkins Universiess). Hal 61.
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kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran, dll akandwegan kesejahteraan (harta
kekayaan).

Sekarang kita perlu untuk membedakan dua kemungkinatuk
pengertian polusi berdasarkan pendekatan ekonarintangkan industri hulu
(upstrean), yang telah melakukan pembuangan limbah ke sunganyebabkan
terjadinya suatu pengurangan kadar oksigen diusiga. Dampaknya, ikan-ikan
yang terdapat pada sungai tersebut akan kekuramg@igen dan dapat
menyebabkan kematian. Dampak ekonomisnya dan/atdoulungan dengan
rekreasi dapat merugikan para petani, nelayanpatamasyarakat (sektor hilir)
yang memanfaatkan sungai sebagai aktifitas ekorami hidupnya. Jika para
pihak pada sektor hilir tersebut tidak melakukamgensasi atas kerugian yang
diderita, dan industri hulu terus melakukan akdisitya walaupun mengakibatkan
kerugian bagi sektor hilir. Hal tersebutlah yangethut biaya eksternagxternal
cos). Biaya eksternal disebut juga sebagai eksteasalinegatif atau
penyimpangan ekonomi eksternakiernal diseconony®
Biaya eksternal timbul ketika terdapat dua kongsiu®® :

1. adanya aktivitas yang menyebabkan kerugian oledkpylang satu kepada
pihak yang lain.

2. Kerugian tersebut tidak terkompensasikan

3.1.5 Titik Optimal Eksternalitas

Hal mendasar yang perlu dicermati tentang perbedaefinisi dari
eksternalitas sudah kita bahas sebelumnya yaitayadaolusi secara fisik tidak
mencerminkan adanya suatu polusi (secara pendelekiamomis —economic
pollution). Pada pembahasan selanjutnya, penulis akan menagoliuk
menjelaskan bahwa walaup@wtonomic pollutionitu ada dan dapat dirasakan
namun tidak bisa kita biarkan begitu $4j@ebagai ilustrasi akan menggunakan
grafik sebagai berikf :

% Ibid., hal 61 par.2.
% Ibid., hal 61 par.3.
8 Ibid., hal 62 par.2.
8 Ibid., hal 63 figure 4.1.
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Grafik 3.1

Marginal External Cost

Cost, Benefit

4 Marginal Net Private Benefit (MEC) '
X !
1
MNPB) !
i
y
A ] D ;
; i
l i
B : s i
E : -
(0] Qs Qm Ouput (Q)

Sumber : David W. Pearce & R. Kerry Turner, hal 63

Pada grafik 3.1 diatas dapat dilihat bahwa kegisgkanomi (tingkat
produksi) dilambangkan dengan Q sebagai sumbudrgakz Sedangkan sumbu
Y menggambarkan nilai uang yang dikeluarkan/didegrat Garis MEC naik ke
arah kanan maksudnya adalah dari setiap produksaka resiko biaya eksternal
semakin besar. Sedangkan garis MNPB turun ke kdwmaena sifat dari MNPB
yang dihasilkan darmarginal revenug MR) dikurangi olehmarginal variable
cost(MVC). Akan lebih mudah dijelaskan dengan gambbawah ini :
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Grafik 3.1.1
Marginal Variable Cost
Ujrg (MVC)
X
i i (MR)
v :
0 Qm Ouput (Q)
Sumber : Pearce, An Elementary Introduction hal. 73
Grafik 3.1.2
Uang
A
X
0 Qam Ouput (Q)

Sumber : Pearce, An Elementary Introduction hal. 73
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Kembali pada grafik 3.1 Cost dan Benefit dalamuaat nilai uang
dilambangkan sebagai sumbu vertikal. Derivasi forid&PB dalam hal ini
adalah perusahaan. Perusahaan (pencemar) akannakageéiaya untuk setiap
kegiatan produksi/konsumsi dan kemudian akan mekap penghasilan
(revenue) atas penjualan setiap output produksslkmsi. Perbedaan antara
penghasilan (revenue) dan biaya (cost) adalah kegah private net benefjt
Dan MNPB adalah versi marginal dari net benefitjtuyasetiap tambahan
keuntungan dari setaip perubahan level produksupér MEC adalah marginal
biaya eksternal, yaitu nilai dari setiap penambakerusakan qamagé yang
terjadi akibat polusi dari kegiatan produksi/konsum

Posisi untuk mengidentifikasi titik optimal darist&rnalitas adalah ketika
dua garis kurva saling memotong, yaitu garis MNRB MEC . Mengapa harus
dua garis ini? Selama kedua garis tersebut adalas marginal, area yang berada
dibawah garis tersebut adalah total besaran. Aaea Yperada dibawah MNPB
adalah total keuntungan perusahaan, dan area dibkliZZC adalah total biaya
eksternal. Dengan asumsi bahwa perusahaan (perjcetaar korban biaya
eksternal sama-sama  perlu mendapatkan  keadilan, tu yatidak
memindahkan/mengalinkan seluruh keuntungan atauglkar dari satu pihak
tidak melebihi pihak lain. Tujuan kemaslahatan &eva dapat dicapai dengan
memaksimalkan total keuntungan dikurangi dengaal tbiaya. Hal ini dapat

dilihat paga grafik 3.1 pada segitiga OXY areadsdy keuntungan dapat tercapai.

Oleh karena itu maka titik Qs adalah titik optimahtuk aktivitas
produksi/konsumsi. Hal itu diikuti dengan tingkatpolusi secara fisik secara
optimal juga pada level aktivitas produksi/konsur@s. Dengan demikian Qs
adalah titik produksi/konsumsi yang optimal terhagsolusi. Pada grafik 3.1
terlihat nilai optimal dari suatu kerusakan berlkeséan dengan tingkat optimal
polusi pada titi Qs di area OYQs (area B). Dengamilian area B merupakan

tingkat optimal dari eksternalitas.
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Persamaan matematika untuk grafik 3.1

Pada titik Qs diketahui :

MNPB = MEC

MNPB = P — MC (sesuai dengan grafik 3.1)

Dimana MC = marginal cost dan P = price

P - MC = MEC

P =MC+ MEC

Dengan demikian MC + MEC adalah jumlah marginal cost dari aktifitas yang

menghasilkan eksternalitas.

MC + MEC = MSC,

MSC = marginal social cost, dimana MNPB = MEC, P = MSC

Price (P) sama dengan MSC merupakan kondisi Pareto Optimal.

Dari Grafik 3.1 Diatas, Diketahui Tipe — tipe Ekstenalitas® adalah :

Area B = Area optimal eksternalitas

Area A+ B = Area optimal dari keuntungan dari Eataan (polluter’'s)

Area A = Area optimal dari net social benefit

Area C+D = Area tidak optimal dari eksternalitgang harus di hilangkan
dengan suatu perangkat peraturan.

Area C = Area keuntungan dari perusahaan yang tidakberikan garansi

bagi lingkungan

Qs = Titik optimal dari aktivitas produksi/konsumsi
Qm = Titik dari aktivitas ekonomi yang menghasilkkauntungan
maksimal.
# Ibid., hal. 66.
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Grafik 3.1 mendemonstrasikan betapa pentingnyabuamproporsi atas
adanya eksternalitas terhadap penyimpangan ani@ya mternal (private) dan
biaya sosialgocial cos). Jika atas penyimpangan tersebut tidak dilakikaaeksi
maka perusahaan akan melanjutkan produksi sampgadeQm. Pada titik Qm
keuntungan mencapai maksimal pada area A+B+C, némaya eksternal terjadi
pada area B+C+D.

Jadi keuntungan untuk lingkungan/masyarakiat :
net social benefit = A+B+C-B-C-D

net social benefit = A-D

Terlihat jelas bahwa A-D lebih kecil dari A, ketikeet social benefit diposisi

aktivitas pada Qs.

Eksternalitas pada area C+D relevan dikatakan selfzayeto karena hal
tersebut menghendal@areto Improvmentyaitu keuntungan untuk lingkungan
dan masyarakatgéin in social benefi)s’. Eksternalitas pada area B bukan

merupakarParetokarena tidak perlu untuk dihilangkan.

3.1.6 Pihak-Pihak Pencemar

Kita perlu hati-hati untuk melakukan klasifikasi hpk pencemar.
Kecenderungan berpendapat bahwa pencemar adalabapaan. Akan tetapi
dalam beberapa kasus pencemar adalah pelaku indiejgerti pengemudi mobil
yang menciptakan kebisingan dan dapat menyebab&eeldkaan, orang yang
menyalakan audio radio secara keras yang dapatgaegyg tetangga, dan lain-

lain. Berikut adalah kombinasi pencemar dan petaleri

% Ibid., hal 67.par.1.
L Ibid., hal 67 par.2.
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Penyebab Eksternalitas Penderita Eksternalitas

Perusahaan Perusahaan
Perusahaan Individu
Individu Perusahaan
Individu Individu
Pemerintah Perusahaan
Pemerintah Individu

Penyertaan pemerintah sebagai peyebab eksternaliketahui berdasarkan
kinerja pemerintah yang membuat peraturan dan &anj yang tidak berpihk
kepada lingkungan. Hal tersebut yang kemudian sebgmemicu efek

eksternalitas.

3.1.7 Hubungan Output, Polusi, dan Biaya Eksternai®

Sementara sistem yang ada di dalam pasar terlihgiere didalam
menggunakan/ menilai input produksi, namun sebgtultelah gagal untuk
mengarahkan efisiensi terhadap penggunaan inputukso yang tidak dapat
dinilai (unpriced atas sumber daya alam. Kegagalan pasar ini iek@ena
perusahaan hanya mempertimbangkan harga pasasusider dayarésourcey
sebagai input produksi. Ketika perusahaan menggmakimber daya tersebut,
sudah tentu terjadi degradasi nilai pada sumbera daysebut unpriced
enviromental resorcgs Misalkan pada penggunaan air untuk industri tigks
pemanfaatan air sebagai sarana pembuangan lindeh dkan menimbulkan
biaya internal i(iternal cosj pada perusahaan, akan tetapi hal tersebut akan
menimbulkan biaya eksternal kepada masyarakat yaleg disepanjang aliran

sungai. Dapat kita lihat pada gambar berikut :

92 Kerry Turner, Op.cit., hal 75 par.3.
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Gambar 3.2

menunjukan jumlah limbah sebagai output dari hasitluksi tekstil dan bercampur dengan
lingkungan. A menunjukan batas baku mutu lingkundéa@ ouput Qa maka batas baku
lingkungan terlampaui dan biaya eksternal akankdibkan kepada masyarakat

Jumlah Polusi Emisi :

t

Jumlah polusi yang
dikeluarkan

Batas Baku Mutu

Ouput

v

Qa

sumber : Pearce et al., 1989

4

A

Gambar 3.3

Biaya Eksternal sebagai polusi, diasumsikan telahaamari ikan yang ada didalam sungai.
Garis MEC2 menunjukan polusi yang terakumulasit@omada penambahan produksi
terdapat pula penambahan ikan yang tercemar. Kaneningkatnya marginal external cost
terhadap output.

MEC 1

Marginal External Cost

Otiput

Qa

sumber : Pearce et al., 1989
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Gambar 3.4

Tingkat optimal sosial output (Qs). Hal ini tercapetelah mereduksi biaya eksternal dari
MNPB perusahaan. Sekarang setiap unit dari ougmandiproduksi jika

MNPB > MEC, dapat dilihat dari berkurangnya outgati Qm ke Qs

MEC 1 Marginal External Cost

A :
Marginal Net Private Benefit (MEC 2)

(MNPB)

Ouput

Qa Qs am

sumber : Pearce et al., 1989

Pada gambar diatas terlihat bagaimana produksitdaq@nghasilkan
polusi yang juga merupakan biaya ekstenal. Hanytkeebiaya eksternal
dipertimbangkan (internalisasi biaya) kedalam fakt@roduksi, akan
memindahkan (menggeser) dari keuntungan optimarpaenjadi keuntungan

optimal sosial.

Sekarang kita dapat memasukan biaya eksternal a@ebbghan
pertimbangan untuk memproduksi barang. Pada caitths perusahaan setiap
unit output akan diproduksi jika hasil MNPB positiMR>MVC), dimana
MR=MVC sebagai tingkat optimal pasar. Dengan deamkikita dapat
menyatakan : biaya eksternal dimasukan kedadacral decision rule (MEC)
sebagai bahan pertimbangan. Dengan demikian sdsagan prinsigoolluters

pays principle.
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3.1.8 Akuntansi Sebagai Alat Indentifikasi Biaya Eksterral Pada
Perusahaan
3.1.8.1 Hubungan Akuntansi Terhadap Biaya Eksternatlan Investasi
Bahwa akuntansi merupakan suatu sarana bagi paestam untuk
melihat perkembangan perusahaan. Laporan keuangeupakan jembatan bagi
para investor untuk melihat dan mengetahui keagaamsahaan. Informasi yang
terdapat pada laporan keuangan salah satunya adafaran laba-rugi
perusahaan. Pada laporan laba-rugi, dapat diketdlaii penjualan dan biaya-
biaya yang ditimbulkan. Atas biaya-biaya yang ddutkan inilah dapat
diidentifikasi suatu biaya-biaya eksternal. Dengaterkaitan yang kuat, konsep
akuntansi sudah barang tentu tidak bisa dilepaalaiid membahas biaya dan

investasi.

3.1.8.2 Memahami Biaya Lingkungan Internal dan Eksternal sesuai konsep
Akuntansi
Biaya lingkungan meliputi biaya-biaya dari langkgdng diambil, atau
harus diambil untuk mengatur dampak-dampak lingknangerhadap aktifitas
perusahaan dalam cara pertanggungjawaban lingkusgparti halnya biaya lain

yang kemudikan dengan tujuan-tujuan lingkungankasmginan perusahadn.

Biaya-biaya lingkungan meliputi biaya internal daksternal dan
berhubungan terhadap seluruh biaya-biaya yangdtegalam hubungannya

dengan kerusakan lingkungan dan perlindurigan.

Biaya-biaya lingkungan adalah pemakaian sumberdiya disebabkan
atau dipandu dengan usaha — usaha (aktifitas) Untuk
1. mencegah atau mengurangi barang sisa dan polusi
2. mematuhi regulasi lingkungan dan kebijakan perusaha

3. kegagalan memenuhi regulasi dan kebijakan lingkanga

% Arfan IkhsanAkuntansi Lingkungan & Pengungkapanng@éogyakarta : Graha llmu),
hal35.

% Arfan IkhsanAkuntansi Manajemen LingkungafYogyakarta : Graha llmu), hal 117.

% Ibid., hal 117.
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Ada banyak cara dimana biaya lingkungan, kerugiatau manfaat
mungkin tidak dicatat pada sistem akuntasi tradaioSebuah pendekatan luas
untuk menghitung biaydull enviromental costaidalah dengan membedakan di
antara biaya internal (seluruhnya dilahirkan olepaaisasi) dan biaya eksternal
(seluruhnya disampaikan ke masyarakat, misalnygabimgkungan dan biaya
kesehatan). Dalam pendekatan ini, biaya lingkungaernal dari perusahaan
disusun dari biaya langsung, biaya tidak langsdag, biaya tidak pasti. Ini secara
khas meliputi hal-hal seperti biaya pengobatan dbeaya restorasi, biaya
manajemen limbah atau kepatuhan lain dan baya eraeaj lingkungan. Biaya
internla biasanya dapat ditaksir dan dialokasikangdn menggunakan metode
sistem biaya standar yang tersedia pada perusaBesgm@. langsung dapat dilihat
terhadap satu prooduk tertentu,lokasi, jenis, polagu program pencegahan
polusi. Biaya tidak langsung seperti pelatihan Kunggan, penelitian dan
pengembangan, pencatatan dan pelaporan dialokagdpnsat biaya seperti

produk dan departemen atau aktifitas.

Biaya ekstenal merupakan biaya dengan kerusakghuliigan eksternal
dari perusahaan. Biaya ini dapat dinilai (ekuiv@lesecara ekonomis dengan
menentukan jumlah maksimum dari orang-orang yamgnimembayar untuk
menghindari kerusakan atau jumlah minimum dan kos@g® bahwa mereka

akan diterima untuk membuatnfa.

% Ibid., hal 117 par. 2.
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Full Enviroment Cost = Biaya Internal + Biaya Esial
Dimana :
Biaya Internal = Biaya Langsung + Biaya Tidak Lanys + Kontinen

Biaya Eksternal = Biaya dari lingkungan ekstea kerusakan
kesehatan/lingkungan

(misalnya, biaya kesehatan tanpa ganti rugi darpd&ringkungan ozon
berupa sumber-sumber alam Statosferpheric, kerilgoaiversitas, perubaha
iklim).

=]

Dari perspektif masyarakat secara keseluruhan uypédrusahaan dan
masyarakat), efisiensi ekonomi dicapai (yaitu, frdlviromental cost diperkecil)
ketika perusahaan mengambil ukuran internal unteknaiungi lingkungan dari

tujuan dimana penjumlahan biaya internal dan ekateliperkecil.

3.1.8.3 Metode Akuntasi Pada Akuntansi Lingkungan
Metode akuntansi merupakan suatu cara untuk mengakaupun
melakukan suatu perlakuan atas suatu transaksiinHdiperlukan agar terjadi
suatu standar yang dapat dinilai dan dipertangguveagpkan. Terkait dengan
akuntansi lingkungan terdapat metode diantarangkahd
1. Full Cost Enviromental Assessment (FEA)
Untuk kepentingan bahasan ini  FCA dibedakan datal cost
assessment dan teknik akuntansi biaya lainnya.gaetembahan, ketika
FCA sering dipakai dalam bahasan akuntansi lingondcebanyakan
FCA tidak mengukur dampak sosial dari suatu aldsvibrganisasi.
Untuk kejelasan yang lebih besar, akan di tarikaististilah FCA ketika
mempertimbangkan identifikasi, evaluasi, dan alok@sngan biaya
konvensional dan biaya lingkungan pada organiddetuk itu akan

memasukan biaya-biaya sosial eksternal yang dkahir oleh

% bid., hal 123.
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masyarakat. Misalkan pada penyesuaian biaya dayioffa dan
involuntary termination, khususnya pada perusalasaunindustri.

2. Life-Cycle Assessment (LCAJ

LCA adalah proses evaluasi dampak yang dipunyaduyk terhadap
lingkungan di seluruh periode hidupnya yang kargmameningkatkan
efisiensi penggunaan sumberdaya dan menurunkan jikewa
(liabilities). Dapat digunakan untuk mempelajarimgek lingkungan
pada produk atau fungsi produk yang di disain urtbekerja. LCA

adalah proses yang berkesinambungan, perusahaszsapaan dapat
memulai LCA pada setiap titik dalam siklus produksCA dapat

digunakan untuk bagi pengembangan keputusan-keputisirategi

bisnis, untuk produk, disain proses, perbaikarteka eco-labeling, dan
berkomunikasi tentang aspek lingkungan dari prodsiklus produk

bermula ketika bahan mentah (raw materail) dieksttari bumi, diikuti

oleh pembuatan, transportasi, dan penggunaan, Bertkhir dengan
manajemen limbah termasuk pendaurulang dan pemanaaidnir. Pada
tahapan siklus terjadi emisi dan konsumsi sumberdayampak
lingkungan dari keseluruhan siklus hidupp prodwgdjgerlu diketahui.
Untuk itulah LCA diperlukan.

LCA adalah alat untuk evalusi sistematis aspeggklimgan dari produk
dan sistem jasa diseluruh tahapan siklus hidup. L@ényediakan
instrumen yang cukup untuk mendukung keputusan yanggh bagi

lingkungan. Kerangka dari LCA ini kemudian dikempkan dan sudah

menjadi standar internasional dengan ISO 14040.

% |bid., hal 123-124.
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3.1.8.4 Mengelompokan Biaya Lingkungan Ke Dalam Catatan Passahaan
Atas Laporan Keuangan Perusahaan
Proyek akuntansi lingkungan yang menjadi pembahpada penulisan
ini adalah atas biaya-biaya lingkungan perusahaaara umum. Mayoritas studi
terhadap catatan atas laporan keuangan perusahs@angkap bahwa terdapat
biaya-biaya lingkungan perusahaan yang tidak degaara rinci oleh perusahaan.
Bagaimanapun juga, terdapat beberapa biaya lingkurygng signifikan telah
dikeluarkan, seperti menghasilkan seluruh pusdtilissi, fasilitas mesin, dan
penjualan-penjualan kantor. Hasil proyek akunttingkungan melipuf® :
a. Menciptakan daftar komprehensif dari biaya-biapghkiungan
b. Mengidentifikasi secara spesifik langkah-langkahrupehaan yang
menciptakan biaya-biaya lingkungan.
c. Mengembangkan suatu pemahaman atas kontribusi maribelanjaan
lingkungan terhadap biaya lini produk.
d. Menunjukan dampak keuangan dan pengambilan kepuaiaa kategorisasi
pembelanjaan lingkungan sebagai “biaya overheddh,

e. Menghasilkan rekomendasi untuk memperbaiki sistekeaai biaya saat ini.

Dengan dikelompokannya biaya-biaya yang terjadialdith suatu
perusahaan, penulis berharap agar hal ini memudahkak mengidentifikasi :
a. Besaran biaya atas eksternalitas
b. Sebagai indikasi apakah suatu perusahaan telalkukeala pencemaran atau
tidak.
c. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untukguoier internalitas,

misalkan dengan pajak lingkungan, yang akan dibphda bab selanjutnya.

% bid., hal 131-132.
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3.2  Pajak Lingkungan
3.2.1 Teori dan Dasar Perpajakan
3.2.1.1Pengertian

Pajak merupakan instrumen ekonomi yang tidak gahkan didalam
kehidupan sehari-hari dan kehidupan bernegara. KUiitu ada baiknya untuk
memahami apa itu pajak.

Definisi pajak menurut doktrin

A compulsary contribution from the person to tleweynment to defray
the expenses incurred in the common interest pfaihout reference to special

benefit conferred®

Pajak adalah iuran negara yang dapat dipaksakangy#&erutang yang
wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan denga@dak mendapat
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, gang tujuannya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubumgngan tugas negara

untuk menjalankan pemerintahdJ.A Adriyani. %

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sector swakéa sector public
berdasarkan undang undang yang dapat dipakasakamgade tidak mendapat
imbalan yang secara langsung dapat ditunjukan, yagigunakan untuk
membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebalgt pendorong
dengapenghambat atau nutuk mencapai tujuan yaagdddar bidang keuangan

negara.” Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH!*

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yaegutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasatkadang-Undang, dengan

100 Prof. Dr. Rochmat Sooemitro, Pengantar SingkdatuPajak, (Bandung : Eresco 1988)
mengutip Prof. Edwin R.A. Seligman, Common SensEaixation, (New York, Oxford University
Press, 1956) hal 12.

191 \Waluyo, Wirawan B llyasPerpajakan Indonesia — Pembahasan Sesuai Dengan
Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Atiralaksanaan Perpajakan Terbaru
Jakarta : Salemba Empat, Edisi | 2003), hal 4.

192 Rochmat Soemitro. Op.cit., hal 21.
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tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

3.2.1.2Teori Pemungutan Pajak
Dalam realitanya, sifat pajak yang memaksa bubararti tanpa dasar
teori yang jelas. Negara mempunyai dasar yang rhkasasetiap warga Negara
untuk membayar pajak, teori-teori tersebut adadddagai berikut :
1. Teori Asuransi
Dalam teori ini Negara dapat didibaratkan sebagdiuah perusahaan
asuransi dan rakyat adalah kliennya. Negara mekarerijaminan
keselamatan jiwa, perlindungan harta benda ,darhbkkakyat. Sebagai
timbal balik, rakyat harus membayar premi atas jassebut, dan premi

yang harus dibayar tidak lain merupakan pajak.

2. Teori kepentingan
Teori ini sangat mendukung asas keadilan dalarmupgotan pajak. Yang
dimaksud dengan teori kepentingan adalah pembagiaan pajak kepada
rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masaaggoiSemakin besar
kepentingan seseorang terhadap Negara, semailan k&gentingan yang

harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Maksud dalam teori daya pikul ini adalah bebamlpaintuk semua orang
harus sama beratnya, yang berarti pajak harus alilsmgsuai dengan daya
pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya Ipgkapat digunakan
2 pendekatan, yaitu :

a. Unsur objektif, yaitu dengan melihat penghasilaaudtekayaan yang

dimiliki oleh seseorang.
b. Unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan besarkgbutuhan

materil yang harus dipenubhi.

193 |ndonesia, UU KUP, Op.cit., pasal 1 angka 1
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Teori ini juga sangat relevan untuk menciptakansakaadilan dalam
perpajakan.

4. Teori Bakti
Sebagai warga Negara sudah sepantasnya mengaladiekBegara. Salah
satu bentuk dari pengabdian tersebut adalah pelakeakewajiban yang
diberikan Negara kepada rakyatnya. Mengacu padaisiepajak yang
bersifat wajib, maka sudah sepantasnya sebagaiawidepara untuk

mematuhi sebagai wujud dari pengabdian.

5. Teori Asas Daya Beli
Memungut pajak berarti menarik daya beli dari ronengga masyarakat
untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akenyalurkan
kembali ke masyarakat dalm bentuk pemeliharaan jdeeeaan

masyarakat. Dengan demikian kepentingan masyaletkatdiutamakan.

3.2.1.3Asas Pemungutan Pajak
Agar proses pemungutan pajak dapat berjalan dergmk, maka
diperlukan asas-asas yang dijadikan landasan dplmungutan pajak. Asas-
Asas tersebut antara lain adalah sebagai berikut :
1. Asas Keadilan
Didalam Asas keadilan terdapat beberapa teori ykegmukakan oleh
Adam Smith yaitu :
a. Asasequality
Asas ini menekankan bahwa pemungutan pajak hasisasdengan
kemampuan pribadi membayar pajak (ability to pay) desuai dengan
manfaat yang diterima.

b. Asascertainty
Pemungutan pajak harus ada kepastian hukum sehimgpat
dihindari tindakan sewenang-wenang dan tindakanpkomis antara

wajib pajak dan petugas pajak.
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c. AsasConvenience of Payment
Waktu pembayaran pajak harus dilaksanakan sedakagkin dengan
timbulnya objek pajak.

d. Asaseconomy or efficiency
Biaya pemungutan pajak dibuat sehemat mungkin mEmenuhan

kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan semimmmungkin.

Pada intinya asas-asas ini menyesuaikan dengaantijukum, yakni
mencapai keadilan. Adil dalam perundang-undangamntaianya
mengenakan pajak secara umum dan merata, sersuaisan dengan
kemampuan masing-masing. Adil dalam dalam pelalsam@a yaitu
dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mekga keberatan,
penundaan dalam pembayaran dan mengajukan bandpap& Majelis

Pertimbangan Pajak.

2. Asas Manfaat
Negara dapat memanfaatkan perolehan pajak sésiogan kebutuhannya
tanpa ada penyelewengan. Sehingga para wajib pejak terdorong
untuk melaksanakan kewajiban pajak. Oleh karena dibarapkan
pemerintah dapat menjaga kepercayaan masyarakgaméransparansi
dan dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknyaggehimasyarakat
tidak merasa membayar pajak sia-sia. Misalnya, alemgemperbaiki dan

menambah fasilitas umum

3. Asas Pemunggutan Pajak
Pajak merupakan suatu iuran yang tata cara pertamga diatur dalam
undang-undang. Agar tata cara pemungutan pajakt dapajalankan
fungsinya maka harus dipenuhi syarat-syarat seesgiiut :
a. Yuridiksi

= Domisili (tempat tinggal)
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Negara berhak menggenakan pajak atas seluruh pRlaghaajib
pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baikgbesilan yang
berasal dari dalam maupun luar negeri.

=  Sumber

Negara berhak menggenakan pajak atas penghasilaig ya

bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempaggdl
wajib pajak.

= Kebangsaan
Penggenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan pafk
Asas ini dierlakukan kepada seriap orang asing yarggal di

Indonesia untuk membayar pajak.

Yuridis

Dalam pemungutan pajak harus berdasarkan hukum gsmnjamin
keadilan yang tegas. Pemunggutan pajak di Indordistair dalam
pasal 23A perubahan ke-3 UUD45 yang menyatakdpajak dan
pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan kegdiatur

dengan undang-undang.”

Ekonomis

Asas ekonomi ini lebih menekanan pada pemikiranwiaaNegara
menghendaki agar kehidupan masyarakat terus meatingktuk itu,
pemunggutan pajak harus diupayakan tidak menghakelabcaran

ekonomi sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu.

. Finansial

Biaya dalam pemunggutan pajak harus dibuat semalnmmungkin

untuk dapat memasukan uang sebesar-besarnya ke d@s.

Sederhana
Sistem pemunggutan pajak harus diciptakan sesaaerhungkin agar

memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan pembapajak.
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Secara umum dapat diambil suatu kesimpulan bahyak paerupakan
sarana untuk menciptakan kestabilan suatu Negaraukhya di bidang
ekonomi sehingga dapat mewujudkan kehidupan mdsatargang

sejahtera, adil, dan makmur. Apabila setiap warggdaxa menyadari akan
kewajiban membayar pajak, maka cita-cita nasiokanalebih mudah
terwujud. Akan tetapi, sistem pajak di Indonesiasimadinilai banyak

sekali terdapat kekurangan, terutama dari pribadingorang yang
berkepentingan dalam pajak, baik petugas pajak orappra wajib pajak.
Untuk itu, perwujudan sistem perpajakan Indonessagy profesional
sangat diharapkan agar bangsa ini menjadi bangsa yeju, terbebas

dari segala keterbelakangan

3.2.1.4Fungsi dan Tujuan Pemajakan
Pada Hakekatnya fungsi pajak dikenal ada dua mayain:
1 Fungsi Penerimaam(dgetai)
Fungsi budgetair ini merupakan fungsi fiskékdal functior), yaitu
suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alakunemasukkan
dana secara optimal ke kas negara berdasarkan giddang
perpajakan yang berlaku. Serta pajak sebagai sudaner pemerintah

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaf4n.

2 Fungsi MengaturRegulerenyl
Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur,tuygpajak
merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mendapaan tertentu.
Dalam kata lain pajak juga digunakan oleh pememintak mencapai
tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan pemnt&n. Pajak
digunakan untuk memproteksi produksi dalam negejak digunakan
untuk mendorong impor, pajak digunakan juga untuerangsang
investasi dan pajak juga untuk bisa digunakan yustmtuk
menghambat atau mendistorsi suatu kegiatan perdagafmisalnya

194 Mardiasmo Perpajakan: Edisi RevislYogyakarta: Penerbit ANDI. 2003.hal 7

Universitas Indonesia

Analisis terhadap ..., Endruw Samasta, FH Ul, 2011



63

Pada saat pengenaarcise(cukai) terhdap barang dan jasa tertentu
yang mempunyai eksternalitas negatif dengan tujnangurangi atau

membatasi produksi dan konsumsi barang dan jasebiet)**°

Suatu sistem perpajakan yang tepat untuk suataradwruslah bertujuan

untuk°®

1 Menghasilkan penerimaan negara dari pajak yang tiaadalkan
sebagai sumber belanja negara yang mandiri

2 Pemerataan dalam pengenaan pajak dan keadilan galainebanan
pajak

3 Menjamin adanya kepastian

4 Sederhana
Menutup peluang penghindaran pajak dan atau pemygban pajak
dan penyalahgunaan wewenang

6 Menberikan dampak yang positif kepada perekonomésmonal.

195 Haula Rosdiana dan Rasin Tarig®ajak Teori dan Kebijakan(Divisi Administrasi
Pusat Kajian llmu Administrasi Fakultas lImu Sosiah [Imu Politik Universitas Indonesia. Hal
33.

1% R. Mansury,Kebijakan Fiskal (Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran
Pengetahuan Perpajakan (YP4)), 1999, hal. 1.
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3.2.2 Teori Pajak Lingkungan (Pigouvian Tax)

Grafik 3.5
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Awal abad 20, seorang ekonom asal Inggris Arthur Rigou®’
mengemukakan pendapatnya terkait memberikan pemaebgajak atas
polusi® Selama biaya sosial dari polusi melebihi dariyhigrivate (private
cost), pemerintah seharusnya melakukan interveesgah memberikan pajak.
Dengan adanya pajak tersebut, maka akan terjadingeshan biaya. Dengan
demikian para pencemar akan mengurangi level psady&. Pajak ini kemudian

dikenal sebagdrigouvian FeeatauPigouvian Tax

Pada grafik 3.5 merupakan pengulangan atas gnaikg ada bab
sebelumnya, akan tetapi pada gambar ini diberikanbgbanan atas pajak untuk
setiap aktivitas yang memungkinkan terjadinya polésda gambar tersebut
pajak ditandai dengant*”, dapat kita lihat bahwa pajak memberikan pengaruh
kepada garis MNPB ke arah kiri. Sangat sederhaatayat* adalah pajak yang
harus dibayar dari setiap aktivitas setiap unitdpksi. Dengan berkurangnya
MNPB oleht*, pencemar akan memaksimalkan MNPB dan juga objedkpdpn

197 Arthur C Pigou Ekonom asal Inggris (1877-1959f&ssor Political Economy di
Cambridge University mengajar dari tahun 1908-1944.

198 Charles D Kolstad, Enviromental Economics, (NewkyoOxford University Press).
Hal 177.
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ini terlihat pada titik Qs. Pajak pada gafismerupakan titik optimal karena pada
titik ini tercapai titik optimal sosial pada Qs. apa mencapai titik sosial
optimal? Karena pada titik tersebut juga memotoagisgMEC sehingga*
merupakan titik optimal Pigouvian tax sama dengaBCM(menggambarkan
kerusakan lingkungan). Fungsi kerusakaganjage function menjelaskan
bagaimana suatu variasi dari polusi yang dikeluarttari tingkat yang berbeda
dan nilai (monetary valug dari kerusakan yang ditimbulkan tersebut. Hal ini
memungkinkan untuk menghubungkan dengan tingkavitg produksi oleh
pencemar. Hal ini membutuhkan suatu rangkaian kmgkampai dengan
terjadinya suatu hubungan antara fungsi kerusalangah aktivitas produksi

pencemar, dapat dilihat dari :

Aktivitas ekonomi/produksi oleh pencemar menghasilen Emisi / Polusi.
Dari emisi/polusi yang terakumulasi menjadi konsentasi polusi di suatu
lingkungan. Konsentrasi polusi tersebut akhirnya majadi polusi yang
tampak. Polusi yang tampak menyebabkan kerusakan Bik (physical damage
function). Atas kerusakan fisik tersebut perlu dinilai (Nilai dari kerusakan

(monetary damage value)).

llustrasi Pajak Pigou Optimal dengan persamaanmastied *°

Manfaat sosial netto Net sosial benefit / N§Badalah hasil dari
keuntungan bruto dari aktivitas ekonomi yang mesiken polusi dikurangi
biaya @rivate cost / ¢ kemudian dikurangi biaya eksternax{ernal cost /
Ec)lllO

Dari persamaan NSB diatas, perlu untuk di turunfchferensial/derifatif
secara parsial terhadap perubahan output (Q)) untrcari nilai marginal dari
persamaan diatas. Nilai marginal digunakan untukigukur setiap perubahan
nilai dari setiap perubahan aktivitas output. Sghanpersamaan NSB marginal
maksimal sama dengan harga jual dikurangi biayagimar private (biaya

internal) sama dengan biaya marginal eksternala Baohdisi NSB maksimal,

109 . .
Persamaan matematika ada pada lampiran.

110 Kerry Tuner, Economic Of Natural Resources and The Environment. Op.cit., hal 86
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nilai NSB sama dengan biaya marginal eksternal. iktéam dari persamaan NSB
maksimal, dapat diketahui bahwa nilai harga jugls@ma dengan biaya marginal
private ditambah dengan biaya marginal ekstermmhlah biaya private marginal
dan biaya eksternal marginal sama dengan nilagtsagial marginaf“*

Persamaan alternatif bisa juga dicari dengan @iephda biaya eksternal
marginal sama dengan harga dikurangi biaya priv@téernal) marginal.
Sedangkan harga dikurangi biaya private marginahasalengan keuntungan
private (Net Private Benefits (NPB)). Dengan deanrikNPB sama dengan biaya
marginal eksternaf?

Dengan persamaan-persamaan diatas akan disimpelitait persamaan
dari pajak sebagai upaya internalisasi biaya. @iket bahwa persamaan untuk
memaksimalkan NSB, dimana nilai harga adalah pelajuam biaya private
marginal ditambah dengan biaya eksternal margb@hgan demikian atas nilai
biaya eksternal marginal tersebut akan dilakukaermalisasi sebagai pajak
lingkungan. Internalisasi ini didapatkan pada tgirpotongan antara garis biaya
eksternal marginal dan garis marginal NPB, titikgeeongan tersebut terjadi pada
aktivitas Qs. Dengan demikian nilai biaya ekstern@rginal pada titik Qs
diinternalisasikan menjadi pajak lingkungan. Sefgagajak lingkungan sama
dengan nilai biaya marginal eksternal pada titik'"s

Menggunakan persamaan dari harga sama dengan friagée marginal
ditambah dengan biaya eksternal marginal sama debgga sosial marginal.
Dengan subtitusi persamaan tersebut dengan pemgragk lingkungan, maka
terdapat persamaan baru terkait harga, menjadahsaga dengan biaya private

marginal pada aktivitas output Qs di tambah demggak lingkungart™*

" bid.
2 bid., hal 87
B bid.
" bid.
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3.2.3 Pajak Lingkungan Di Dalam UU No. 32 Tahun 2009

Bahwa pada Undang-undang nomor 32 tahun 2009ngmtarlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup (UU Lingkungamyebutkan bahwa terdapat
pajak lingkungan hidup di dalam pasal 43 ayat (Buhb :

“Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksledam Pasal 42 ayat (2)
huruf ¢ antara lain diterapkan dalam bentuk pajaletribusi, dan subsidi

lingkungan hidup”.

Disebutkan didalam penjelasan pasal tersebut :

Yang dimaksud dengan “pajak lingkungan hidup” admalgungutan oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setisgn@ryang memanfaatkan
sumber daya alam, seperti pajak pengambilan air &awanah, pajak bahan

bakar minyak, dan pajak sarang burung walet.

Bahwa dengan diaturnya pajak lingkungan didalam Uidgkungan ini,
secaralegal Negara Indonesia sudah memiliki satu instrumenneko yaitu

pajak, untuk melindungi dan menjaga kelestariagkiimgan hidup.

Bahwa pajak di dalam pasal 23 A UUD 1945, adalah
“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa ukégerluan negara diatur

dengan undang-undang”

Tidak bisa diterapkan suatu pungutan atau pajaig yaemiliki sifat
memaksa tanpa adanya undang-undang yang mengatugad adanya UU
Lingkungan pasal 42 ayat (2) huruf ¢, menjadikaalpangkungan sebagai pajak

yang berdasarkan undang-undang.
Pemberlakuan pajak lingkungan tersebut, sampagatersaat ini masih

belum jelas pelaksanaannya. Pajak lingkungan yarsgbdtkan didalam
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penjelasan apakah akan dijelaskan menurut PeratBeanerintah atau ikut

didalam undang-undang lain, seperti undang-undajakp

Namun atas pajak-pajak yang telah disebutkan dandapenjelasan
tersebut, terdapat didalam UU No. 28 tahun 200%aten Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ( UU PDRD). Terdapat kesamaan npajak di dalam UU
Lingkungan dan UU PDRD, namun apakah pajak yangdaedi bawah peraturan

yang berbeda itu merupakan pajak yang sama?

Menururt UU Lingkungan hidup pajak seharusnya @@inijstrumen yang
melestarikan lingkungan hidup’

Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidégmerintah dan

pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menenapkstrumen

ekonomi lingkungan hidup.

Didalam penjelasan pasal tersebut dalam ayat K&ndikakan bahwa
proses pelestarian lingkungan hidup adalah dengaefekokan internalisasi
biaya*®

Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam pamgan

pembangunan” adalah upaya internalisasi aspek lingfan hidup ke

dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembanguaankdgiatan

ekonomi.

Proses internalisasi ini sebetulnya merupakan mbahan biaya
eksternal’’. Dengan demikian sifat dari pajak lingkungan mehutJU
Lingkungan hidup memiliki ciri :

1. Merupakan pungutan dari pemerintah Pusat dan/atau erah

2. Bertujuan untuk melestarikan lingkungan hidup

3. Pajak ditentukan dengan memasukan biaya eksternal ebagai

objek pajak (internalisasi)

115 yU Lingkungan. Op.cit., pasal 42 ayat 1
11%bid., penjelasan pasal 42 ayat 2
117 ihat kembali kepada pembahasan pada Bab Il tasi@ja eksternal.
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3.2.4 Pajak Lingkungan Di Dalam UU No. 28 Tahun 2009

UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dant®strDaerah ( UU
PDRD), menyebutkan pajak yang terdapat di dalanjefsesan pasal 43 ayat (3)
huruf b UU Lingkungan. Namun konsideran dan pesgiaumum UU PDRD
tidak menyinggung pelestarian dan perlindungan klimgan hidup. Pada
konsideran dan penjelasan umum, dapat dilihat batalgpokok pembentukan

UU PDRD ini adalah untuk pendapatan daerah.

Dikembalikan pada teori perpajakan bahwa funggkpantuk budgetair
adalah untuk memasukan pendapatan secara optigelbke kas negara. Dengan
demikiam tujuan dari UU PDRD addalah untuk mendagatpenerimaan kas
negara sebesar-sebesarnya.

Bahwa dapat dilihat pada dasar pengenaan pajakndamg-masing pajak
yang disinggung dalam pajak lingkungan di PDRDakicsemua tidak semua
memasukan unsur lingkungan hidup didalamnya. Hpayak atas air tanah saja
yang memperhitungkan dampak lingkungan hidup, nademnikian pajak ini juga

tidak membatasi penggunaan air tanah tersebut.

Penulis simpulkan bahwa atas pajak-pajak yan@paidpada UU PDRD
ini, bertujuan untuk mencari sumber pendapatanattaéddengan kata lain fungsi
pajak yang dijalankan pada UU PDRD ini adalah fubgslgetair, bukan fungsi

regulrendyang memiliki suatu pengaturan khusus untuk meaicayatu tujuan.
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3.2.5 Dana Reboisasi (DR)

1 Sejarah dan latar Belakang Dana Reboisasi

Dana Reboisasi (DR) merupakan suatu instrumen ekiorierhadap
pembinaan hutan yang polanya sangat mirip denggak pemgkungan. Tidak
jarang beberapa jurnal penelitian menuliskan DRrdekan dengan pajak seperti
: DR Levy''® atau pajak DR®. Namun sebenarnya DR bukan merupakan pajak
melainkan penerimaan negara bukan pajak (pnbp)aupah ada kesamaan
tujuan.

DR (semula berupa Dana Jaminan Reboisasi), lahipwagutan DJR
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun X@®@narnya adalah
berdasarkan hasil pemantauan Pemerintah ketikgahg menyimpulkan bahwa
pada umumnya para pemegang hak pengusahaan hiréiPkP(PIUPHHK))
atau sekarang disebut IUPHHK dianggap enggan neiaksin penanaman
(tepatnya adalah pembinaan) hutan di areal kerjg®ghagai dana jaminan, para
pemegang ijin UPHHK (PIUPHHK) sebenarnya bisa berbatuk menerima
kembali DJR yang telah di simpannya di kas Penwrirapabila mereka bisa
membuktikan kemampuannya melaksanakan pembinaaan humtuk tujuan
kelestarian hutannya. Sebaliknya, bagi PPHPH (PMIRHyang tidak mampu
melaksanakan reboisasi di areal kerjanya, dana yaifg telah disetorkannya
akan tetap dipegang Pemerintah (tanpa mengubalantuRUR yaitu untuk
digunakan bagi pembiayaan pembinaan hutan padal aid yang
bersangkutan)2®

118 Christopher Barr dkkJournal : Center for International Forestry Reselar€inancial
governance and Indonesia’s Reforestation Fund dutite Era orde baru and post-Era orde baru
periods, 1989-2009 A political economic analysitee$ons for REDD+ (Center for
International Forestry Research (CIFOR), Bogor 2010

119 Dr, Martin Lux, Jurnal Analisis Ekonomi Singkat Mengenai Pengelolaan H@éeh
Masyarakat Dengan Kilang Gergaji dan Kerek Portab&antangan untuk pendistribusian dan
pemantauan keuntungan pengaruh dan pendistribud@aniuran-iuran dan pajak-pajal(, Social
Forestry Development Project, Sangau, 2001).

?% Sofyan P.WarsitdPaper ditulis tahun 2004, didiskusikan di fora Kerkeu (2006),
DPR (2007), Kemenko Perekonomian (2008), Kemenkatkigaan (2008), telah dimuat dalam
Jurnal Manejemen Hutan UGM (2008, Lokakarya Fo@{iR010), dan didiskusikan dalam forum
Tim Gabungan (Bappenas) peninjuan lapangan PT Bami Kusumah (2010).
http://www.google.co.id/search?q=DANA+REBOISASI+®WR8629%3A+KEKELIRUAN++KE
BIJAKAN+PENGGUNAANNYA+&ie=utf-8&oe=utf
8&aq=t&rls=org.mozilla:id:official&client=firefox-a. Diunduh pada 15 Juni 2011
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Perubahan Dana Jaminan Reboisasi (DJR) Menjadi DR

Sebenarnya, semula Pemerintah mungkin tidak bernigituk
mengumpulkan dana dengan cara demikian. Tujuanautnarikan DJR dari
PPHPH (PIUPHHK) sebenarnya adalah merupakan @ity instrumentuntuk
memaksa agar para pengusaha memenuhi kewajibargiydpangun hutan pada
areal kerjanya. Dalam perkembangannya, ternyatatikékeitu) PPHPH
(PIUPHHK) lebih memilih untuk merelakan uang selbd33dR tersimpan di kas
Pemerintah dan tidak kembali ke tangan merekamiemandakan, bahwa bagi
mereka menghutankan kembali lebih sulit daripadiepas uang sebesar DJR itu.
Lagi pula, kalaupun mereka benar melaksanakanngaggkuan Pemerintah
tentang kebenarannya agar bisa menarik kembali y2ifg telah dititipkannya

kepada Pemerintah, adalah juga bukan sesuatu gdalytmudah diperoleff?

Pemantauan dan evaluasi kebenaran penanamanadigéap seperti ini
memang secara struktural adalah sangat sulit diakusehubungan dengan
kondisi lapangan. Oleh karena itu, mutu pelaksarmmanbinaan hutan di areal
PPHPH (PIUPHHK) sebenarnya sangat-sangat terganikeppda kemauan
(willingness) para pengusaha maupun Pemerintahandaimelaksanakan
kewajiban-kewajiban yang telah disetujuinya dalamrjgnjian kerja (FA).
Artinya, meskipun pemantauan Dephut sangat ketdiadap pelaksanaan di
lapangan, tetap tidak akan mampu memonitor apa yabgnarnya terjadi di
lapangan. Dicabutnya banyak HPH (yang sangat signifdimulai era Menhut
Djamaludin Suryoadikusumo), nampaknya membuktikagedn tersebdt?

Di fihak lain, Pemerintah yang sudah mengantonggu2JR yang cukup
besar (dikarenakan PPHPH (PIUPHHK) memilih menyeaahdana daripada
melaksanakan pembinaan hutan) itu mungkin juga saeraulit untuk
menyalurkannya bagi kegiatan pembinaan hutan segery dimaksudkannya,
yakni memulihkan kembali kondisi hutan bekas telaangang dilakukan PPHPH
(PIUPHHK). Kesulitan yang dirasakan Dephut kiraakiadalah tidak berbeda

21 bid.
22 bid.
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dengan apabila dilaksanakan sendiri oleh PPHPHRRHKK), yakni lagi-lagi
masalah kesulitan pemantauan pelaksanaannya digaps>

Demikianlah terjadi situasi yang tidak menentu: PPH(PIUPHHK)
menyerahkan pembinaan hutan kepada Dephut, seméephut juga tidak mau
mengambil resiko (yang memang tidak kecil itu) #ntaengobral dana bagi
pembinaan hutan di areal kerja PPHPH (PIUPHHK)u&Sit ini menjadikan
pembinaan hutan di areal kerja PPHPH (PIUPHHK) rsedaipotetis tak
terlaksanakan oleh siapapun, padahal operasi pegabderjalan terus. Sejalan
dengan itu, DJR yang terkumpul Pemerintah ketika(dan menganggur) juga
semakin menggunung. Menghadapi situasi yang demikia kiranya dapat
dimaklumi apabila kemudian Pemerintah mengubanisi@na jaminan reboisasi
yang telah dan akan terkumpul itu menjadi dana ysewpra tegas tidak akan
dikembalikan kepada PPHPH (PIUPHHK) (baca: tidalgudakan untuk
pembinaan hutan di areal kerja PPHPH (PIUPHHK))araBemerintah bisa
menggunakannya, sesuai dengan kebutuhan yang dipgupebrlu. Dalam waktu
yang sama, para PPHPH (PIUPHHK) pun nampaknya jagah dikarenakan
DJR yang tersimpan di rekening Pemerintah juga mdsinggap milik (aktiva)
mereka, yang tentunya tetap terbebani kewajibaarbpgjak. Nama DJR (dana
jaminan reboisasi) berubah nama menjadi dana @boiR) berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1989 Tentang Babaisasi. Setelah DR
masuk ke dalam APBN, nampaknya pengertian danangadgpenyusutan aktiva
hutan terkesan nyaris berubah menjadi “pendapataoonie) Pemerintah
(PNBP)” seperti tercermin dalam ketentuan alokashggunaannya yang
kemudian masuk ke dalam kategori “bagi hasil” anfaemerintah pusat dengan
Pemerintah Daerah penghasil yang diatur dalam Uprdadang Nomor 33 tahun
2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerifuaht dan Pemerintah
Daerah. Perubahan penafsiran DR dari yang semutsifdieteknis yakni
merupakan cadangan biaya penyusutan tegakan mésnjadi dianggap sebagai
pendapatan Pemerintah (PNBP) inilah sebenarnya yaegipakan dampak
kesalahan penafsiran DR yang paling berbahayakedgstarian hutan, terutama

2 bid., hal 3
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di sektor PPHPH (PIUPHHK). Dengan asumsi bahwasrod® tahun adalah
benar, maka sebenarnya penebangan mulai tahun dieaBéal kerjanya, PPHPH
(PIUPHHK) terkait adalah memanen investasinya sendukan investasi
Pemerintah. Ini berarti, mulai tahun ke 36 danrseteya, siapapun pemegang hak
IUPHHK di areal kerja terkait (apakah pemegang hadrtama maupun
penerusnya) tidak harus dikenai kewajiban meny@Rkepada Pemerintdh’

2 Dasar Hukum
Dasar hukum dari DR adalah :
1. Undang-undang
0 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 1999 Tentang tidahn,

pasal 35 ayat (1)
Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebaga
dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakaaniuzin
usaha, provisi, DR, dan dana jaminan kinerja.
Penjelasan Pasal 35 ayat(1) :
Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemggzin
usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yleegipa kayu
dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan. Datexsebut
digunakan hanya untuk membiayai kegiatan reboisdan

rehabilitasi serta kegiatan pendukungnya.

0o Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penemimaa
Negara Bukan Pajak
Dana Reboisasi termasuk penerimaan negara bukak, gl ini
dapat dilihat pada pasal 2 ayat (1) huruf b bahwa
Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi:
a.penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana
Pemerintah;

b.penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;

1241bid., hal 5
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c.penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaangata
yang dipisahkan;

d.penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanaka
Pemerintah;

e.penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yemngsal
dari pengenaan denda administrasi;

f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Penagrint

g.penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang

tersendiri.

2. Peraturan Pemerintah

» Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Baboisasi
Bahwa dalam PP No. 35 Tahun 2002 terbagi menjadB&¥ yang
mengatur tentang dana reboisasi. Perlu diperhatddadah bahwa
dana reboisasi merupakan suatu kewajiban bagi gesas IUPHHK
untuk mengenakan atas potensi seluruh kayu. Habapiat dilihat
didalam pasal 2 Seluruh potensi kayu dari blok tebangan hutan alam
yang dimanfaatkan oleh pemegang IUPHHK dikenakannaDa
Reboisasi.”
Dengan demikian yang menjadi objek dalam dana selbiadalah
kayu yang dimanfaatkan dengan kata lain adalah kayg ditebang
saja. Sedangkan dalam dana jaminan reboisasi, doesalai yang
dipungut berdasarkan kriteria yang tidak spesifiki derapa banyak
kayu yang digunakan.

» Peraturan pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 Tentanff DR
PP No. 92 Tahun 1999 merupakan perubahan kedud Btasomor.
59 Tahun 1998. Peraturan Pemerintan ini menjelatskéait tariff dan
jenis Dana Reboisasi yang merupakan Penerimaan réleBakan

Pajak. Hal ini dapat dilihat atas perubahan dalasalpl yaitu :

Menambah satu jenis pungutan yang berlaku pada DRepen

Kehutanan dan Perkebunan yang tercantum dalam Bexat
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Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atamnis)
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku padaaliemen
Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana telah diubahgah
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999, yaitugpemaan yang
berasal dari Dana Reboisasi, yang tarif dan jensnwdalah
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan &ertah ini.

Menambah ketentuan baru diantara Pasal 5 dan @gsalg dijadikan
Pasal 5A, yang berbunyi sebagai berikut:

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, ketentPasal 4
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1997aegtlenis dan
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagamhah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tah@881ldan
ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 29 TalR@0 tentang
Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indong@siaun 1990
Nomor 32) sebagaimana telah beberapa kali diubargkhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 (Lembaragafde
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 50), sepanfaaggenai tarif
dan jenis Dana Reboisasi dinyatakan tidak berlaku."
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BAB IV
ANALISIS TERHADAP IDE PAJAK LINGKUNGAN SEBAGAI BAGI AN
REGULASI INVESTASI

4.1  Analisis Terhadap Ide Penerapan Pajak Lingkungan Pda Regulasi

Investasi

Eksternalitas yang terjadi akibat proses ekonommberikan dampak
kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi yang dihasilkaerupakan nilai ekonomis
dari kerusakan lingkungan yang dihasilkan olehsyasbses ekonomi. Investasi
merupakan pintu gerbang berkembangnya perekonowy@iag secara silogisme
berarti juga gerbang dari dimulainya eksternalitAtas eksternalitas tersebut
diperlukan suatu instrumen untuk me-internalisasikdajak lingkungan adalah
salah satu instrumen untuk me-internalisasikan.aRaembahasan ini, penulis
akan melakukan analisis terhadap pemberlakuan agik gingkungan di dalam
regulasi investasi. Karena pemberlakuan pajak haassiai dengan peraturan
perundang-undangdf, maka analisis akan menjelaskan bagaimana hukum
investasi menerima ide pajak lingkungan. Telahlabjean terkait sumber hukum

investasi diatas, analisis akan berdasarkan hulamarmaman modal yaitu :

4.1.1 Ide Pajak Lingkungan Dalam UU No. 25 Tahun 2007 Teiang
Penanaman Modal (UU PM)
1  Penjelasan umum

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam madalrdsecara khusus
guna memberikan kepastian hukum, mempertegas Keamajpenanam
modal terhadap penerapan prinsip tata kelola peaasa yang sehat,
memberikan penghormatan atas tradisi budaya madsgaradan
melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaanatlesngy tanggung
jawab penanam modal diperlukan untuk mendorongnikfiersaingan
usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab tfigghu dan
pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, sertgaupsndorong

ketaatan penanam modal terhadap peraturan peruwodaiaggan.

12| ihat kembali bab 3, terkait pembahasan penerppgak.
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Dalam penjelasan umum diketahui bahwa investasindonesia juga
harus memperhatikan tanggung jawab lingkungan. irlamenjelaskan
bahwa penanaman modal yang di lakukan di Indonbaias ramah
lingkungan, sehingga isu-isu lingkungan hidup jugarupakan bagian

dari kegiatan penanaman modal di Indonesia.

2  Asas dan tujuan ( Pasal 3 UU PM)

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asegawasan
lingkungan Yang dimaksud dengan “asas berwawasgkungan” adalah
asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetapenmatikan dan
mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkuhglup.

Asas dan tujuan merupakan suatu pedoman bagiupgnaperundang-
undangan didalam melaksanakan aturan-aturan tersébas dan tujuan
yang ada di dalam hukum investasi berupa mempkamatidan
mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkumgdup. Hal ini
merupakan suatu pedoman agar setiap aturan yaatpandian tetap
memperhatikan hal tersebut. hal ini berarti hukumestasi tidak bisa

terlepas tanpa berdampingan dengan hukum lingkungan

3  Hak Pemerintah (Pasal 8 ayat (5) huruf b UU PM)
Hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atgaltrodan/atau
pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman nsmalai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penulis berpendapat bahwa pasal inilah sebagatu pigerbang
penghubung, antara hukum pajak dan hukum invedagiaimana pajak
lingkungan juga merupakan salah satu pajak yangrdimlam peraturan

perundang-undangan menjadi hak Pemerintah.

4  Bidang usaha (Pasal 12 ayat (3) UU PM)
Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden meaatdgklang usaha

yang tertutup untuk penanaman modal, baik asingoomaglalam negeri,
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dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, lestaas, lingkungan
hidup, pertahanan dan keamanan nasional, sertantkegen nasional
lainnya.

Bahwa unsur lingkungan hidup menjadi salah satyblkok yang dapat
menyebabkan suatu bidang usaha menjadi terbuka &ggutup.
Penjelasan atas unsur lingkungan ini ada pada ézemmor 36 tahun
2010. Bahwa bidang usaha terbuka dengan persyadsmagan syarat
lokasi harus memenuhi peraturan perundang-undadipatang tata ruang
dan lingkungan hidup. Bila memenuhi artinya usahaebut terbuka, dan
tertutup apabila tidak memenuhi.

5 Kewajiban tanggung jawab sosial (Pasal 15 UU PM)

Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakaguaggawab sosial
perusahaan.

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial pbasd adalah
tanggung jawab yang melekat pada setiap perusgi&@amaman modal
untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, s@igibdan sesuai
dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya makgarasetempat
tanggung jawab investor.

Dengan adanya kewajiban tanggung jawab sosial,iriakebetulnya
bagian dari tujuan me-internalisasikan biaya eksierTelah dijelaskan
pada bab sebelumnya bahwa eksternalitas terjathilagarjadi kerugian
dan kerugian tersebut tidak terkompensasikan. Tamggawab sosial
adalah salah satu bentuk kepedulian untuk me-kosagémn suatu

kerugian.

6  Tanggung Jawab investor Menjaga Kelestarian Lingkuigan (Pasal 16
UuU PM)
Setiap penanam modal bertanggung jawab untuk enkelestarian
lingkungan hidup.
Dalam pasal ini investor diharuskan untuk bertamggjawab dalam

menjalankan bidang usahanya untuk menjaga kelastdingkungan
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hidup. Pasal ini tidak mengatur bagaimana bentoggangjawab dalam
menjaga ataupun menjalankan kelestarian lingkurigedop. Untuk itu
diperlukan suatu pengaturan lebih lanjut untuk ml@skan bentuk

tanggung jawab dari investor dalam menjaga kelestéingkungan hidup.

7  Kewajiban alokasi biaya (Pasal 17 UU PM)
Penanam modal yang mengusahakan sumber daya aam tidak
terbarukan wajib mengalokasikan dana secara b@rtahak pemulihan
lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungadupy yang
pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuanugeraperundang-
undangan.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasugakan lingkungan
yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.
Alokasi biaya untuk mengantisipasi kerusakan lurgdan hidup
merupakan salah satu bentuk instrumen ekonomi y@détoa jaminan
pemulihan lingkungan hidup sebagaimana disebutlela pasal 43 ayat
(2) huruf a UU Lingkungan Hidup.

8  Syarat fasilitas investasi (Pasal 18 UU PM)
Pemerintah memberikan fasilitas kepada penananainyatdg melakukan
penanaman modal yang sekurang-kurangnya memenahi sztu kriteria
yaitu menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Pemeberian fasilitas investasi merupakan suatugh@gaan yang
diberikan kepada investor. Syarat untuk mendapafkailitas tersebut
dengan cara menjaga kelestarian lingkungan hidug y@ga merupakan
tujuan yang hendak dicapai oleh instrumen ekonangydimuat didalam

pasal 42 ayat (1) UU Lingkungan Hidup.

Universitas Indonesia

Analisis terhadap ..., Endruw Samasta, FH Ul, 2011



80

4.1.2 Perpres 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usahaang Tertutup
dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan dBidang
Penanaman Modal
Peraturan Presiden ini mengatur daftar bidang usahaup dan terbuka

dengan persyaratan. Bahwa dari Perpres ini tep@isyaratan bidang usaha

dengan lokasi tertentu harus memenuhi peraturaidatig tata ruang dan
lingkungan hidup sebagaimana telah diatur padalpasayat (1). Dengan
demikian hubungan antara UU Lingkungan dengan UhbRa&man Modal tidak

bisa terpisahkan satu sama lain. Hal ini bisa @ildidalam lampiran Perpres 36

/2010, bahwa terdapat persyaratan yang harus mengikl Lingkungan, seperti

memperoleh izin lingkungan, amdal, dan lain-lain.

Setelah kita melihat bagaimana alasan-alasan yamg yada didalam
peraturan perundang-undangan hukum investasi, hukapk dan hukum
lingkungan merupakan hal yang tidak bisa terpisahkde untuk menerapkan
pajak lingkungan dalam suatu aturan investasi domesia secara regulasi tidak
bertentangan dengan hukum investasi itu sendir.iadidasari oleh adanya
suatu mekanisme yang absolut dari hukum investasi pasal 8 ayat (5) huruf b
terkait hak pemerintah untuk mendapatkan pajanpdiah dengan adanya aturan-

aturan lain sebagaimana di bahas di atas terkagaelingkungan hidup.

Ada suatu kesamaan tujuan antara pajak lingkunghagsi instrumen
ekonomi sebagaimana diatur didalam pasal 42 aydiuif b jo. Pasal 42 ayat
(1) UU Lingkungan hidup dengan asas dan tujuanasepgaya pelestarian

lingkungan hidup yang ada di dalam UU Investasi.

4.1.3 Pemberlakuan Aturan Lebih Khusus Terkait Pajak Lingkungan
Dalam Regulasi Investasi
Dapat dilihat pada pembahasan dalam UU PM dan &erpé /2010
bahwa tidak adanya pengaturan yang bersifat laggaaotuk menunjukkan pajak
lingkungan sebagai instrumen untuk menjaga kelastéingkungan hidup. Untuk
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itu diperlukan suatu pengaturan yang menunjukkag yecara tegas bahwa pajak

lingkungan merupakan bagian dari regulasi investasi

Dengan demikian diperlukan suatu peraturan yandh lghusus untuk
mengatur bagaimana pajak lingkungan dapat diteragkéam kegiatan investasi.
Peraturan yang lebih khusus yang menjadi pilihanule adalah Peraturan

Presiden.

Peraturan Presiden (Perpres) merupakan peraturandasg-undangan
yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan ketentasal B ayat (1) UUD 1945
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan ripgah@n menurut
uuD”.

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di NegarabRlepndonesia,
Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif daligse sebagai pemegang
kekuasaan legislatif (bersama Dewan Perwakilan &akpPR)). Hal ini
disimpulkan berdasarkan pendapat Jellinek yan niakga bahwa pemerintahan
dalam arti formal mengandung kekuasaan mengaterofdnungsgewaltdan
kekuasaan memutusiitscheidungsgewalt)lsedangkan pemerintah dalam arti
material mengandung unsur melaksanaldgas (Element der Regierung und das

der Vollziehuny'#®

Van Vollenhoven juga berpendapat bahwa pemerintaladeim arti luas
itu meliputi fungsi ketataprajaarbéstuuj, keamanan/kepolisiarpdglitie), dan
pengaturanrégeling, sedangkan fungsi peradilare¢htspraak itu dipisahkan

karena adanya wawasan negara atas hdklim.

Dengan adanya kekuasaan pemerintahan tersebuiddPrasempunyai
kekuasaan untuk mengatur segala sesuatu di Neggmabhk Indonesia, hanya

saja kekuasaan mengatur ini mempunyai suatu basesalai dengan Pasal 5 ayat

126 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan- Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan,

(Yogyakarta : Peneribit Kanisius, 2007), hal 198.
 bid.
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(1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa, apabila 8eesiakan membentuk
Undang-undang harus dilakukan bersama dengan D@&Ryad perkataan lain
apabila Presiden akan mengatur jalannya Undangrgnd®residen harus
membentuknya bersama DPR, sedangkan apabila Rrekigledak mengatur

jalannya eksekutif, dapat dilaksanakan dengan fRexaturan Presidéft

Suatu Peraturan Presiden dapat secara langsungatuergerdasarkan
atribusi dari Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. PeratWragsiden ini disebut sebagai
Keputusan Presiden yang mandiri. Peraturan Pregidgnmerupakan peraturan
yang bersifat delegasi dari suatu Peraturan Petabroan Undang-undang yang

menajdi dasarny&’®

Untuk mengatur pajak lingkungan menjadi suatu ums&n yang
diberlakukan dalam bidang investasi, maka dapaemndik suatu Peraturan
Presiden untuk mengatur lebih lanjut pasal 8 &a)ah(ruf b dan pasal 16 UU PM

dalam bentuk pajak lingkungan.

Namun demikian pajak lingkungan sendiri harus diatalam bentuk
undang-undang. Secara filosofis pemungutan pajak chasyarakat, harus
mendapat persetujuan dari masyarakat. DPR meruppkgranjangan tangan
rakyat Indonesia dalam struktur kelembagaan neglirduk itu peraturan
perundang-undangan terkait pajak lingkungan hargdibatkan DPR dalam
bentuk Undang-undang. Selain itu dalam pasal 23 UDUL945, pajak harus

berdasarkan Undang-undang.

2 |bid., hal 199
29 bid.

Universitas Indonesia

Analisis terhadap ..., Endruw Samasta, FH Ul, 2011



83

4.2  Analisis kritis Terhadap DR Sebagai Model Pajak Lirgkungan Dalam

Bidang Usaha Kehutanan (IUPHHK)
4.2.1 Perubahan DJR-DR

Perubahan dari DJR menjadi DR memberikan pengaegada pelaku
usaha di bidang kehutanan. DJR merupakan alat umteknaksa agar para
pengusaha memenuhi kewajibannya membangun kemlogdin hpada areal
kerjanya'*® DJR merupakan suatu instrumen berdpposit refund syste(®RS),
yaitu pelaku usaha akan diwajibkan untuk membayatuspungutan, kemudian
atas pungutan tersebut dapat dikembalikan apabikkp usaha tersebut sudah
melaksanakan suatu kewajiban tertéfitu.DRS memiliki kelebihan dan
kekurangan, kelebihan yang dimiliki oleh DRS adakdanya suatu jaminan
(uang) yang diterima di awal, hal ini dapat memalsdaku usaha untuk
melaksanakan kewajibannya jika menginginkan uangninan tersebut
dikembalikan. Namun kekurangannya adalah apabilg jeminan tersebut lebih
rendah dari kewajibannya maka, masih terdapat lelgan untuk menanggulangi

kewajiban, dalam hal ini adalah reboisasi.

Dalam perkembangannya pelaku usaha dalam hal aafdPerusahaan
Pemegang Hak Pengusahaan Hutan / Perusahaan Pgmé&gan Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PPHPH/PIUPHHK) lelitemilih untuk
merelakan uang DJR di kas negara daripada mememtd&ii uang DJR tersebut.
Hal ini menandakan bahwa menghutankan kembali Iebiit daripada melepas
uang DJR. Ditambah menarik kembali uang yang suil@lasukan sebagai DJR

sulit untuk dimintaka kembatt?

Di fihak lain, Pemerintah yang sudah mengantongigu®JR yang
cukup besar (dikarenakan PPHPH (PIUPHHK) memilihnyeeahkan dana
daripada melaksanakan pembinaan hutan) itu murjgkia merasa sulit untuk
menyalurkannya bagi kegiatan pembinaan hutan segery dimaksudkannya,

yakni memulihkan kembali kondisi hutan bekas telaangang dilakukan PPHPH

130 5pfyan P Warsito, Op.cit., hal 2.
131 Kerry Turner Enviromental Economic€p.cit., hal 262.
132 5ofyan P Warsito, Loc.cit.
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(PIUPHHK). Kesulitan yang dirasakan Dephut kirsakiadalah tidak berbeda
dengan apabila dilaksanakan sendiri oleh PPHPHRRHKK), yakni lagi-lagi
masalah kesulitan pemantauan pelaksanaannya digapaDemikianlah terjadi
situasi yang tidak menentu: PPHPH (PIUPHHK) menyleaa pembinaan hutan
kepada Dephut, sementara Dephut juga tidak mau anang resiko (yang
memang tidak kecil itu) untuk mengobral dana bagnpinaan hutan di areal
kerja PPHPH (PIUPHHK). Situasi ini menjadikan penaan hutan di areal kerja
PPHPH (PIUPHHK) secara hipotetis tak terlaksanasdmi siapapun, padahal
operasi penebangan berjalan terus. Sejalan derigarDJR yang terkumpul
Pemerintah ketika itu (dan menganggur) juga semadnggunung. Menghadapi
situasi yang demikian itu, kiranya dapat dimaklapabila kemudian Pemerintah
menguban status dana jaminan reboisasi yang tedaha#tan terkumpul itu
menjadi dana yang secara tegas tidak akan dikekabalkepada PPHPH
(PIUPHHK) (baca: tidak digunakan untuk pembinaatahwi areal kerja PPHPH
(PIUPHHK)), agar Pemerintah bisa menggunakannysyasedengan kebutuhan
yang dipandang perlu. Dalam waktu yang sama, pRiPP (PIUPHHK) pun
nampaknya juga resah dikarenakan DJR yang tersidpegkening Pemerintah
juga masih dianggap milik (aktiva) mereka, yangtuaga tetap terbebani
kewajiban bayar pajak?

Perubahan DJR menjadi DR didasari oleh gagalnyaumen DJR
untuk melakukan reboisasi. Instrumen DR sebagaintelah dijelaskan pada bab
sebelumnya merupakan suatu perangkat yang mirigatempajak. Pungutan
diambil berdasarkan banyaknya volume kayu yangbditg. Instrumen pajak
memiliki kelebihan berupa efektivitas dan efisiéffsiEfektivitas dalam hal ini
adalah hanya pencemar (dalam hal DR adalah PPHAHUPHHK) yang
dikenakan pajak untuk mengurangi kerusakan lingangfisiensi dalam hal ini
adalah tidak perlu untuk melakukan estimasi besabgaya yang harus
dikeluarkan sebagaimana DRS. Pengenaan pajak spdasti dikenakan

berdasarkan volume kayu yang ditebang.

%3 |pid., hal 2-3.
134 Kerry Turner Enviromental Economic®p.cit., hal 264.
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Dengan perubahan nama dan fungsi dana tersebusineta pula
masalah pembinaan hutan (reboisasi) yang haruksdilakan di areal PPHPH
(PIUPHHK) itu ? Tentu saja kembali dianggap Pemahrsebagai yang menjadi
tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan. Artsgtelah DJR berubah
menjadi DR, selain perusahaan tetap berkewajibapmgéhyetor DR, juga harus
(2) melaksanakan pembinaan hutan pada areal karj@aya paksa bagi PPHPH
(PIUPHHK) agar mau melaksanakan seluruh kewajibamgyada pada sistem
silvikultur TPTI (pembinaan hutan), setelah perwalJR menjadi DR adalah
menjadi mundur kembali seperti sebelum DJR dibaiak, yakni mengandalkan
kemampuan pemantauan dan evaluasi Pemerintah ddreghagai perangkat
sanksinya. Di fihak Pemerintah pun, DR ini menjadkan saja dianggap tidak
harus, bahkan tidak boleh digunakan untuk pelaksapambinaan hutan TPTI di
areal kerja PPHPH (PIUPHHK) penghasil DR, apalatglah dana DR kemudian
masuk ke kas negara APBN (sebagai PNBP).

Dengan masuknya DR menjadi Penerimaan Negara BR&mk (PNBP)
terjadi perubahan paradigma fungsi dari DR. DR damdiperuntukkan sebagai
dana cadangan penyusutan hutan menjadi fungsi patatha(bagi hasil antara
pemerintah pusat dan daerléﬁ) Perubahan fungsi tersebut mengurangi besaran
uang untuk melakukan pembinaan terhadap hutan gadgh rusak. Selain itu
perubahan DR dari DAK menjadi DBH juga mengalangrddasi fungsi dimana
DAK merupakan dana untuk kegiatan khusus menjads ®&8ng merupakan dana
untuk kegiatan yang lebih umum dibanding DAK, sghi dimungkinkan untuk
tidak digunakan untuk kegiatan perlindungan daregialian hutan. Pengertian
DAK adalahDana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikapa#la Daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan ukhysang merupakan

135 Sofyan P Warsito, Op.cit., hal 4.

13| ihat Penjelasan umum UU No. 33 Tahun 2004 TenRerimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Da#Paingelompokan Dana Reboisasi yang semula
termasuk dalam komponen Dana Alokasi Khusus (DAdf)jaxli Dana Bagi Hasil (DBH)”
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urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasibflaSedangkan pengertian
dari DBH adalatbDana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber darigagatan
APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkagkanpersentase untuk

mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksamssentralisast>®

Perubahan penafsiran Dana Reboisasi dari yang aebmikifat teknis
yakni merupakan cadangan biaya penyusutan tegakiam,hmenjadi dianggap
sebagai pendapatan Pemerintah (PNBP) inilah sehgmayang merupakan
dampak kesalahan penafsiran DR yang paling berlabagi kelestarian hutan,
terutama di sektor PPHPH (PIUPHHK). Di muka teladedutkan bahwa setiap
ada penyusutan atas aktiva yang digunakan untulgmasiikan produksi, dari
pendapatan yang diperoleh harus selalu disisihkama d sebesar nilai
penyusutannya itu untuk pemulihan kembali aktivagydersangkutan ke nilai
semula. Oleh karena itu, terlebih dulu harus digitédoesar nilai susut aktiva
setiap satuan waktu proses produksi yang dihasidebrelum sejumlah dana
disisinkan. Dalam kontek DR, sejak awal sebenarmgaus ditentukan berapa
rupiah/dolar yang diperlukan untuk membina hutanss dengan menghasilkan
kayu dengan kualifikasi yang sama dengan yang lseditebang (biaya selama

rotasi*®

137 Indonesia, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Parigan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, LN No.2B6r2004, TLN No. 4438, Pasal 1 angka
23.

138 |bid., pasal 1 angka 20.

139 Sofyan P Warsito, Loc.cit.
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4.2.2 Pengukuran Besaran (Tariff) DR
Pengukuran besaran tarif DR mengacu péda

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN

TARIF/SATUAN
XI. Penerimaan yang berasal dari Dana Reboisasi

A. Untuk wilayah Kalimantan dan Maluku

1. Kelompok jenis Meranti] m3 US $16
2. Kelompok jenis Rimba Campuran m3 US $13
B. Untuk wilayah Sumatera dan Sulawesi

1. Kelompok jenis Meranti m3 US $ 14
2. Kelompok jenis Rimba Campuran m3 US $12
C. Untuk wilayah Irian Jaya dan Nusa Tenggara

1. Kelompok jenis Meranti m3 US $13
2. Kelompok jenis Rimba Campuran m3 US $ 10.50
D. Seluruh wilayah Indonesia

1. Kelompok jenis Ebony ton US $ 20
2. Kelompok jenis Jati Alam m3 US $ 16
3. Kelompok jenis Kayu Indah m3 US $18
4. Kelompok Kayu Cendana ton US $18
5. Bahan baku serpih/partikel ton US$2
6. Limbah Pembalakan Sortimen khusus lainnya m3 US$2

E. Bahan baku sepih/partikel yang dimanfaatkan di wilayah
Propinsi yang belum memiliki pabrik pulp dan pabrik serat

kayu m3 US$0
F. Bahan baku serpih/partikel untuk percobaan yang dila

PT. INHUTANI I, Il, lll, IV dan V bekerjasama dengan

perusahaan menengah pembuat kayu serpih/partikel dengan
menggunakan mesin jinjing m3 US$0
G. Kayu bulat yang diperuntukkan bagi bantuan terhadap

korban bencana alam dan keperluan sosial lainnya m3 US$0

Didalam jurnal Sofyan P.Warsifd diketahui bahwa DR merupakan

cadangan biaya penyusutan untuk tegakan hutan, yhggnakan untuk

140 |ndonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indoresigang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Padari@epen Kehutanan Dan Perkebunan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9uma 999, lampiran 1.

141 5ofyan P. Warsito, Loc.Cit.
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kepentingan pembinaan hutan (termasuk reboisagg; milai aktiva hutan di
masa waktu berikutnya tidak menurun atau dengaa kahg lebih populer
disebutkan sebagai yang agar aktiva hutan yanglaaksinnya bisa lestari.

Setiap ada penyusutan atas aktiva yang digunakark unenghasilkan
produksi, dari pendapatan yang diperoleh haruduseliaisinkan dana sebesar
nilai penyusutannya itu untuk pemulihan kembalihaktyang bersangkutan ke
nilai semula. Oleh karena itu, terlebih dulu hatiketahui besar nilai susut aktiva
setiap satuan waktu proses produksi yang dihasidetrelum sejumlah dana
disisinkan. Dalam konteks DR, sejak awal sebenataras ditentukan berapa
rupiah/dolar yang diperlukan untuk membina hutans dengan menghasilkan
kayu dengan kualifikasi yang sama dengan yang leeditebang (biaya selama
rotasi). Pada jurnal juga tersebut, besaran tarigydigunakan sebagai DR yang
dinilai masih kurang.

Seharusnya nilai dari suatu tegakan hutan tidagdberasal dari kayu dan
simpanan karbonnya, namun juga dari perannya SeliEgaah resapan air,
pengatur cuaca dan sumber makanan serta obat-olbaittan juga dinilai atas
kekayaan keanekaragaman hayati sehingga hilangmg@ar-unsur tersebut akan
menyebabkan terjadinya krisis global sefitfs.

Penghitungan  nilai dari kayu sebagaimana diatas atdap
mempertimbangkan metode seperti berikut :

1. Nilai perawatan, yaitu nilai atau harga dari bipithon ditambah dengan
harga untuk membina dan merawat seperti pemupyanbersihan, dan
lain-lain. Misalkan untuk menebang pohon yang benuft® tahun, maka
komponen penilaiannya adalah harga bibit ditambamgdn biaya
perawatan dan pembinaan selama 10 tahun.

2. Nilai karbon, yaitu nilai atau harga dengan menguerapa kemampuan
setiap pohon untuk menghasilkan oksigen dan mengudeadar CO2
diudara. Misalkan pohon yang ditebang sudah beralatahun, maka
penghitungan menyerap karbon dan menghasilkan ekstisesuikkan

dengan kemampuan pohon yang sudah berumur 10 tahun.

142 Climate Change Media Partnership (CCMP), CIFOR, d&l-REDD, Peliputan
tentang REDD +(Panos, London, 2010), http://www.cifor.cgiar/majonline-
library/browse/view-publication/publication/33091it diunduh pada 17 Juni 2011. hal 1.
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3. Nilai air, yaitu nilai atau harga yang dibutuhkamasyarakat sekitar
ataupun makhluk hidup yang ada disekitar areal rhuidangan cara
membandingkan nilai kebutuhan air dikali kan denigarga air (PDAM).

4. Nilai Ekologis, yaitu nilai yang dibituhkan untukemawat dan memelihara
segala flora dan fauna yang ada di sekitar hutarg yaenjadi areal
penebangan.

5. Nilai asuransi, yaitu dengan me-asuransikan kenugeng akan terjadi
dimasa yang akan depan, seperti banjir dan kerndakaya.

6. Penambahan-penambahan nilai-nilai diatas, sudahastifpn akan
menambah nilai kayu menjadi lebih tinggi, sehinggan mempengaruhi
harga jual ataupun kemampuan perusahaan untuk nyambatau
dibebankan kepada masyarakat. Sesuai dengan asdgai&® pajak
tidak boleh berdampak regresif. Maka pengakuan ek lingkungan
bersifat accrual, yaitu total seluruh nilai dikapgasi dan diakui sebagai
hutang pajak pada saat pohon itu ditebang. Hamemyebabkan hutang
pajak menjadi tinggi karena mencerminkan nilai dayu yang sudah
memperhatikan biaya sosialsogial cost. Namun perlu juga
memperhatikan kemampuan dari perusahaan, maka perabapajak
kepada pemerintah dengan tidak sekaligus. Tetagjadecara membayar
yang hanya menjadi beban pada tahun berjalan sajabihnya tetap
menjadi hutang untuk tahun-tahun berikutnya. Metaae merupakan
metode standar pada sistem akuntansi yang menggusakem accrual.

Misalkan ada suatu perusahaan yang menebang pehamix 10 tahun.

Kemudian setelah menghitung nilai-nilai ekonomikolegis, klimatologis, dan
hidrolis untuk 10 tahun diketahui pajak lingkungsemilai Rp. 100.000.000,00.
Dengan demikian, pada saat penebangan perusahasnsbhdah mengakui pajak
lingkungan Rp. 100.000.000,00.
Secara akuntansi dijelaskan sebagai berikut :
1. Pada saat penebangan, pengakuan pajak lingkungiam fierlaku agar
memenuhi prinsifolluters Pays Principles

143 ihat kembali penjelasan pada Bab | terkait asas-#nstrumen Ekonomi Oleh Kerry
Turner
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EcoTax Expense (Dr) Rp. 100.000.000,00
EcoTax Payable (Cr) Rp. 100.000.000,00

2. Pada saat pembayaran, yaitu untuk mengakui akiapd Ipada satu tahun
periode akuntansi, misalkan dibagi rata pertahun
EcoTax Payable (Dr) Rp. 10.000.000,00
Cash (Cn Rp. 10.000.000,00

3. Sehingga pada saat akhir tahun periode akuntakstatiui saldo hutang
pajak lingkungan adalah Rp. 90.000.000,00.
Hutang pajak merupakan suatu kewajiban yang menghajoaitas ketika
terjadi pailit, sehingga hutang ini akan terus seldanyak tebangan pohon
yang dilakukan. Prinsip akuntansi ini pada akhirsgcara psikologis
dapat memberikan kinerja keuangan yang tidak bagi perusahaan
karena akan terbebani hutang yang besar. Mungkgi pearusahaan
tersebut diharapkan mencari alternatif produksi gyaebih ramah

lingkungan, sehingga tidak terbebani oleh pajagkdumgan.

4.2.3 Pengelolaan DR
Pengelolaan DR diatur didalam bab empat PP Nd@.aB&in 2002 tentang

DR. Walaupun pengelolaan tentang DR ini telah dididalam PP No. 35 Tahun

2002 dan PP sebelumnya, namun didalam pengelolaasebut terjadi

penyimpangan penggunaan. Atas pembahasan dan pamgan pengelolaan

DR, penulis mengambil dari beberapa sumber berupaalfjurnal yang

dikeluarkan oleh CIFOR. Atas penyimpangan tersegimriulis merangkumnya

menjadi :

1. Suatu ciri utama DR selama periode Era orde baalahddana ini tidak
mengalir ke kas negara untuk dimasukkan ke dalaggaan tahunan
pemerintah, melainkan dimasukkan sebagai danaadidnggaran negara
yang dikelola secara langsung oleh Departemen Iléehat Dasar
pemikirannya adalah peruntukan DR dikhususkan untuémbiayai
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kegiatan-kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutdimana lembaga
pelaksana teknisnya adalah Kementerian Kehut&fian.

2. Selama 10 tahun sejak tahun 1990, Kementerian Kehotmenggunakan
DR sebagai subsidi bagi pembangunan Hutan Tanamdumstii (HTI).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No0.7/1990 terttakgPengusahaan
Hutan Tanaman Industri, Kementerian Kehutanan mekasikan subsidi
modal untuk proyek-proyek hutan tanaman yang dilaikan seutuhnya
oleh perusahaan kehutanan milik negara (PT Inhutaf)i dan melalui
usaha patungan perusahaan swasta dan salah geRT unihutani.

Untuk proyek-proyek patungan ini, Kementerian Kiahan menyediakan

subsidi finansial menurut struktur berikut:

a. 14 persen dari biaya total proyek dibantu meladmtkibusi saham dari
DR, dalam bentuk hibah tunai;

b. 21 persen dari biaya total proyek dibantu melabmtkbusi saham dari
perusahaan swasta,

c. 32,5 persen dari biaya total proyek dibantu pinjart@pa bunga dari
DR;

d. 32,5 persen dari biaya total proyek dibantu pinjardari DR dengan
tingkat bunga komersiaf?®

3. Insentif yang Tidak Wajar untuk Konversi Hutan. é&elalokasi potongan
pembiayaan dari DR, Kementerian Kehutanan juga ewdiaian akses
terhadap kayu dalam volume besar dan berharga nkaadida pemilik
ijin HTI dengan cara mengijinkan mereka menebasg Butan alam yang
berada di lokasi konsesi HTI mereka. Secara telaneal yang ditebang
seharusnya diklasifikasikan sebagai Hutan Prodtsslegradasi’, dengan
potensi volume kayu kurang dari 20 m3 per hektagyaemiliki spesies

komersial berdiameter 30 cm atau lebih. Namun diemjkvolume kayu

144 Christopher Barr dkk., Op.cit., hal 9.
“*Ipid., hal 10.
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perdagangan yang sebenarnya terdapat di dalamripg &ali jauh lebih
besar daripada yang disebutkan dalam ketentuan itu.

Hal ini menandakan bahwa motivasi utama merekagkioradalah untuk
mendapatkan akses terhadap kayu dari hutan alagaddriaya rendah
dan/atau memperoleh subsidi finansial DR. Denganildan, penggunaan
DR untuk menyubsidi program HTIl—yang seolah-olatukmmendukung
reboisasi dan rehabilitasi hutan—pada kenyataajusteu menyebabkan
hilangnya tutupan hutan alam dalam jumlah besar alggls
menghilangkan pendapatan bagi Pemerintah Indorasaa. tutupan hutan
alam yang hilang akibat pengembangan HTI, atau raphebanyak
keuntungan dari hutan yang telah beralih ke pemiiilk HTI (atau
kontraktor dengan ijin IPK) melalui proses ini tiddiketahui. Namun jika
diasumsikan bahwa sekitar 85 persen dari 1,54hakdar (bersih) hutan
tanaman yang menurut laporan dikembangkan dendzsidsiDR selama
tahun 1990-an sebelumnya merupakan hutan alam, dip&ekirakan 1,3
juta hektar hutan alam telah hilang melalui konverenjadi bentuk
HTI.14

4, Selain subsidi resmi yang dialokasikan untuk pdraga HTI,
Kementerian Kehutanan juga telah menyebabkan misndR dalam
jumlah besar akibat penyimpangan dalam pembayardd dan
kecurangan-kecurangan yang dilakukan sejumlah alkaas penerima
DR.

Dalam banyak kasus, perusahaan HTI yang menerumbaids dapat
memanipulasi proses alokasi kewajiban DR agar dapagurangi bagian
proyek yang seharusnya dibiayai dari modal merekadis. Cara yang
lebih umum digunakan oleh perusahaan penerima Raladnenaikkan
luas bersih areal yang akan ditanam di lokasi Hreka dan/atau
melakukan mark up (atau ‘pembengkakan’) perkiraanaye
pengembangan HTI mereka.14 Perusahaan tertentki ni@sggunakan
seluruh DR yang dialokasikan untuk mengembangkatanhtianaman

148 1pid., hal 12-13.
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mereka, melainkan mengalihkan dana yang tidak kerpantuk tujuan
lain. Audit Ernst & Young juga mengidentifikasi le¥hapa kasus penerima
DR yang menginvestasikan sebagian dari dana irandabentuk surat
berharga atau menyimpannya dalam bentuk depositianig&a untuk
memperoleh bunga, bukan menggunakannya untuk pdraygran hutan

tanaman*’

5. Alokasi DR untuk Kepentingan Non-kehutanan Dalamspdur yang
diuraikan dalam Keputusan Presiden 28/1990, Kemant&Kehutanan
dapat melakukan pengawasan sendiri atas cara pesmgyDR, dengan
pengawasan minimum dari Kementerian Keuangan. NaskiDR
ditujukan untuk mendukung reboisasi dan rehabilitatan, dana ini dapat
dialokasikan untuk tujuan lain atas persetujuan siglem. Seperti
dikemukakan oleh Ascher (1999), DR sengaja disiapkantuk
menyediakan sarana bagi Era orde baru untuk mek#adieuntungan
ekonomi dengan menghindari keterbatasan politilgaran resmi negara:
Isu sebenarnya adalah bagaimana menyalurkan kegamwang diperoleh
Departemen Kehutanan, bukan Departemen Keuangkas. Keuntungan
ini diarahkan untuk investasi yang tidak didukurnghoproses anggaran
yang konvensional. Melalui DR, Presiden Era ordeubaenemukan
sarana lain di luar anggaran untuk menjalankan gk-qyoyek yang
nampaknya akan sulit atau janggal jika dilaksanakaglalui proses
anggaran konvensional.

Selama tahun 1990-an, alokasi DR untuk membiay@igk-proyek non-

kehutanan, baik seluruh bagian atau sebagian, rkep¢a

a. transfer bulan Juni 1994 sebesar Rp 400 miliar-4 Bt8$ 190 juta—
untuk PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (PTN)PTyang
dipimpin oleh rekan Soeharto (yang kemudian merfadsiden) B.J.

Habibie, disetujui melalui Keputusan Presiden 42/19

147 1bid., hal 13-14
8 1bid., hal 19
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alokasi hibah sebesar Rp 527 miliar—atau US$ 2&-pada tahun
1995 untuk membiayai, ‘Proyek Pengembangan Lahanb@a Satu
Juta Hektar’ yang kontroversial di Kalimantan Temggang disetujui

melalui Keputusan Presiden 83/1995.

alokasi Rp 100 miliar—atau US$ 47,5 juta—pada bulgmil 1996
untuk program kesejahteraan keluarga Takesra, mmé&falyasan Dana
Sejahtera Mandiri, disetujui dalam Keputusan Pessi@/1996 dan
21/1996.

. alokasi Rp 250 miliar—atau US$ 109 juta—pada budabruari 1997

untuk PT Kiani Kertas, untuk membiayai konstruksbpk pulp di
Kalimantan Timur, disetujui melalui Keputusan Pdesi 93/1996.

alokasi Rp 35 miliar—atau US$ 15 juta—untuk memaigartisipasi
delegasi Indonesia dalam SEA Games, disetujui oielaistruksi
Menteri Sekretaris Negara R.160/1998.

alokasi Rp 23 miliar—atau US$ 10 juta—untuk PT @dtlutama Air
Service, milik Hutomo Mandala Putra (alias TommyeRarto), anak
bungsu Presiden Soeharto, untuk membiayai perusahjaaa
penyewaan helikopter untuk Kementerian Kehutanan mpmbaruan

helikopter perusahaan.

membiayai sejumlah proyek konstruksi yang didukurdeh
Kementerian Kehutanan. Proyek-proyek ini mencakemipangunan
kompleks perkantoran Kementerian Kehutanan, GeduJiagggala
Wana Bhakti di Jakarta Pusat; kantor pusat CIFORBafjor; dan

sejumlah kompleks perumahan untuk staf Kementétemtanan.

. menutupi kekurangan anggaran negara. Misalnya, ppald& Agustus

1997, selama bulan-bulan awal krisis keuangan lesiartahun 1997—
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98, Rp 400 miliar dari DR dilaporkan disetorkan &ertifikat Bank
Indonesia (SBI) pada tingkat bunga yang lebih randari bunga
komersial. Usaha ini cukup berhasil dalam menopaitg tukar

rupiah yang merosot.

4.2.4 Analisa Kritis DR Sebagai Pajak Lingkungan

Berdasarkan kerangka teori yang sudah dikemukakdrald satu, suatu
instrumen menurut Kerry Tuner, David Pearce, danBateman harus memenuhi
kriteria-kriteria sepertienviromental effectiveness, economic efficiencyityq
administrative cost-effectiveness, institusionalegtability.

Instrumen perpajakan, secara prinsip memiliki nf@ang baik dilihat dari
sisi enviromental effectivenesgan economic efficiencyPada sisi administratif
pajak merupakamcost-effectiveyang baik, terutama apabila di dalam prakteknya
dapat di proses secara mudah dan cepat. Pembayaj@a memenuhi prinsip
Polluters Pays PrincipleJika pasar ataupun lembaga yang ada memiliki &and
untuk mengimplementasikan sistem perpajakan tetseimaka dapat dengan
mudah di alihkan ke dalam bentoilaterial —levy

Bentuk material-levy ini merupakan DR, karena PPHPRIUPHHK
adalah industri hulu. Industri hilir yang ada dilzdamya seperti industri kertas,
kayu lapis, furniture, dan sebagainya menggunakayu ksebagai bahan baku
produksinya. Sudah tentu industri hilir juga harkst mempertangungjawabkan
biaya eksternal yang terjadi akibat penebangannhuBantuk pengenaan pajak
pada indusri hilir adalah dengaraterial-levy

Sebagaimana telah dibahas pada bab tiga dan balat,empda
pelaksanaanya DR tidak berjalan dengan mestinymdigpenyalahgunaan, dan
mengalami perubahan tujuan. Untuk itu akan dibddsggimana DR seharusnya
menurut instrumen Kerry Tuner, David Pearce, darBatemath'® :

1. IE yang dipilih harus dapat untuk mengurangi kekasalingkungan

(enviromental effectiveness principl®R tidak berhasil sebagai instrumen

9 Lihat kembali kerangka teori pada Bab I.
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untuk mengurangi kerusakan hutan. Hal ini disebaldaaena pada masa
DJR, biaya yang dijadikan DJR lebih rendah daripdmiaya untuk
mengelola pelestarian kembali hutan. Dengan demikp@ra perusahaan
lebih suka membayar DJR daripada melakukan rebpisssgitupun
pemerintah yang tidak proaktif di dalam menjalankangsinya sebagai
pembina. Pemerintah pun merasa bahwa reboisasipalem kewajiban
dari perusahaan.

Setelah menjadi DR, kerusakan hutan kembali terjaali ini disebabkan
tanggungjawab melakukan reboisasi secara hukumd&emibawah
tanggungjawab pemerintah, bukan lagi pengusahat 8#ri DR berupa
pungutan atas volume kayu yang ditebang, meruppigk yang sudah
dibayarkan oleh pengusaha untuk melakukan reboigzasam UU 34
Tahun 2004 pasal 16 dijelaskan bahwa tugas perakrurituk melakukan

pelestarian hutan.

2. |E harus menyediakan insentif yang bekesinambungé&uk mencari biaya
yang sekecil-kecilnya (prinsip efisiensi ekononpjinsip ini seharusnya
memberikan kemudahan untuk menghitung besaran suku instrumen.
Pada DJR tidak memenuhi prinsip efisiensi, karegr@gpitungan besaran
DJR berdasarkan perkiraan atas nilai kayu. Padaltdes penebangan
kayu setiap harinya bisa berbeda. Sedangkan DR mémerinsip ini,
karena penghitungan berdasarkan volume kayu yatedpatig, sehingga
menggambarkan keadaan sesungguhnya dari aktiviEmsebpngan.
Walaupun demikian nilai DR dianggap terlalu rend&arena tidak
memperhitungkan nilai-nilai lain seperti biaya peatan, air tanah, dan

ekologi hutan.

3. Dampak dari IE tidak boleh secara signifikan redrefidak harus
melimpahkan beban secara tidak proporsional kepsdeyarakat). Hal ini
adalah Prinsip KeadilanEQuity). Prinsip ini akan bertentangan dengan
prinsip pajak apabila menggunakan tarif tunggahdPapan tarif tunggal

akan mensejajarkan kemampuan orang yang lebihd&ygan orang yang
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berkemampuan dibawah. Namun ada beberapa pajak ymladg

menggunakan single tarif seperti pajak penghasidang pribadi yang
menggunakan tarif progesif. Penerapan keadilanndadgas ini perlu
dicermati sebagai apakah didalam penerapan sugtk gkan membebani
masyarakat atau tidak. Jika kita menghitung sarmdpagan internal cost
saja, maka DJR dan DR sudah memenuhi aspek keadiatu adanya
suatu pembebanan atas pengambilan kayu dan tidakbenatkan

masyarakat, karena besaran DJR dan DR tidak tadeygsudah dibayarkan
oleh pengusaha. Namun apabila kita memperhitundkaya eksternal
untuk diinternalisasikan, pajak lingkungan akan nh&mbesaran yang

tinggi, dan hal ini dapat membebankan masyarakat.

Dengan adanya pembebanan yang besar ini akan m@aeunbangan
masyarakat untuk menggunakan produk/jasa dari indoslu dan hilir
kayu. Apabila produk/jasa tersebut merupakan bt/ yang bisa
disubtitusikan, maka inilah tujuan dari pajak linggan itu sendiri yaitu
membatasi penggunaan dan pada akhirnya membatasbaegan.
Masyarakat bisa memilih untuk menggunakan barang, lmisalkan
pemakaian kertas. Saat ini harga kertas daur u&mlg mahal dari kertas
biasa. Padahal kertas daur ulang lebih ramah Imggaw. Namun karena
kertas biasa lebih murah, sudah tentu banyak oakiag menggunakan
kertas biasa. Dengan adanya pajak lingkungan, heggas biasa yang
lebih murah akan menjadi lebih mahal dari kertasrd#ang. Kondisi
seperti ini akan memaksa kebiasaan masyarakat unémgganti dengan

kertas daur ulang.

Apabila barang/jasa tersebut bukan merupakan basaibgtusi, maka
masyarakat sudah pasti akan terbebani oleh pajakungan. Namun
dengan adanya perlindungan dari kerusakan lingkungarena pajak
lingkungan sudah me-internalisasikan biaya eksteseaetulnya tidak ada
penambahan biaya. Masyarakat akan membayar lebialmpraamun disatu

sisi akan mendapatkan perlindungan dari ancamdarekstas.
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4. Untuk menjalankan IE harus berbiaya murah (pricsgt-effectiveneys
DR ataupun DJR merupakan instrumen yang di lahirkaalalui
mekanisme peraturan perundang-undangan. Pembuataratunan
perundang-undangan tidak murah. Namun pajak lingkopun juga
instrumen yang dilahirkan dengan mekanisme undadgng dan
peraturan turunannya. Sehingga biaya untuk melahinkstrumen tersebut

sama saja dengan DR.

5. IE harus dapat secara mudah dan transparan ungukakan oleh pasar
dan Institusi (prinsip acceptability. Penerapan DR dan DJR pada
prakteknya tidak berjalan sebagaimana mestinya,enkar terjadi
penyalahgunaan DR dan tujuan dari pelestarian hptam mengalami
kegagalan. Hal ini sudah dijelaskan pada penjelagmtas, terkait
bagaimana penyalahgunaan itu terjadi dan untuksa@aDR digunakan.
DR sebagaimana telah dijelaskan diatas, terjadggseran paradigma.
Semula DR ditujukan untuk pencadangan penyusuteanhdan dilakukan
dengan cara mereboisasi hutan. Namun ketika diGakeg sebagai
PNBP, fungsi yang ada adalah fungsi penerimaanraegéitu untuk
dijadikan pendapatan oleh Pemerintah baik Pusat Rierah, terlebih
ketika terjadi pemindahan dari dana alokasi khusesjadi dana bagi hasil
yang peruntukan pengeluarannya lebih umum dibandiaga alokasi
khusus yang lebih terbatas penggunaannya.

Pajak lingkungan berbeda dengan DR, karena pajaigkdngan
berdasarkan fungsi pajak sebagajulerend Walaupun sama dengan DR,
masuk sebagai penerimaan negara dalam APBN. Naravaktkristik
fungsi penerimaannya memiliki perbedaan. Pada furlgsdgetair
penerimaan negara tidak dibatasi selama ada objekahg maka ada
pajak, semakin banyak penerimaan semakin bagusk urgendapatan.
Namun pada fungsregulerend penerimaan negara juga tidak dibatasi
selama ada objek terutang, namun apabila penerifsaabut semakin

banyak, maka tujuan dari pajak tersebut semakaktidrcapai. Setidaknya
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secara teori perpajakan penerimaan pajak dari pagkg bersifat
regulerend hanya merupakan ekses dari suatu tujuan yangkefidapai.

Dalam hal ini tujuan yang hendak dicapai adalakgiatian hutan.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
1. Pengaturan investasi dibidang kehutanan dari t&letetaun beberapa kali
mengalami perubahan. Tidak hanya aturan yang beyulstilah nama
perizinan untuk pengelola hutanpun ikut berubamdae keluarnya Perpres
No. 36 Tahun 2010, investasi dibidang kehutanareldikpokan didalam
lampiran Perpres No. 36 Tahun 2010. Berbeda debgkamg usaha lainnya,
pada bidang usaha kehutanan banyak sekali bidaigusang membutuhkan
perizinan khusus. Termasuk bidang usaha yang Kgadopik pada penulisan
skripsi ini, yaitu usaha pemanfaatan hasil hutayukzada hutan alam dengan
kode KBLI 02120. Usaha ini tidak hanya memerluka&nizagnan khusus dari
Menteri Kehutanan, tapi juga harus berbentuk penanamodal dalam negeri.
Pengaturan penanaman modal dalam negeri ditujuk@nk umelindungi
kekayaan hutan Indonesia, dari pihak negara aBisgnpulkan bahwa untuk
berinvestasi di Indonesia harus melihat ketent@ang\ada pada:
a) UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
b) Perpres nomor 36 tahun 2010 tentang Daftar Bidaisghd) yang
Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan &vetsyn di
Bidang Penanaman Modal
c) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
d) Kepmenhut No. 05.1/Kpts-11/2000 Kriteria dan StanBarizinan Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutail Hatan Pada
Hutan Produksi Alam

e) Dan lainnya.

2. lde pajak lingkungan diawali oleh adanya suatu ezksiitas yang muncul
akibat dari aktivitas perekonomian. Eksternaitasgyidak terkompensasikan
menyebabkan kerusakan lingkungan. Pada akhirnyas&kan lingkungan
tersebut akan diderita oleh masyarakat. Pajak lingkn sendiri sebetulnya

sudah lama ada di Eropa, sedangkan di Indonesenaikdan diamanatkan
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oleh UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dengelolaan
Lingkungan Hidup pasal 43 ayat (3) huruf b. Pajalglungan pertama
dikemukakan oleh Arthur. C Pigou seorang ekononh emris, kemudian
pajak ini dikenal sebagpigouvian tax.

Hukum penanaman modal di Indonesia sebagai perioagg bagi masuknya
industri, diharapkan mampu untuk mengatur investgslg ramah bagi
lingkungan. Secara langsung hukum penanaman midd#l ihengatur terkait
pajak lingkungan, namun apabila kita melihat pasladari undang-undang
tersebut, terdapat keberpihakan pada lingkungaophi®apat dilihat pada
bab-bab sebelumnya, terdapat kesamaan tujuan antiramen ekonomi
yang ada dalam UU Lingkungan hidup dengan asas padldPenanaman
Modal untuk melestarikan lingkungan hidup. Dengatargia kesamaan-
kesamaan dan aturan-aturan yang berpihak padad@esliingkungan hidup.
Ide pajak lingkungan untuk diterapkan dalam bag#uran investasi tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangeangean modal itu
sendiri. Namun demikian diperlukan suatu peratupg@nundang-undangan
yang memberikan aturan secara tegas bahwa pajgkuhgan merupakan
suatu kewajiban penanam modal. Aturan yang memdtan penulis adalah

adanya Peraturan Presiden (Perpres).

3. Setelah mengetahui fungsi hutan yang begitu peiagy kehidupan manusia,
bagaimana kerusakan atau deforestasi terjadi, bagaimana pengelolaan
DR, penulis menyimpulkan :

DR tidak mampu menjalankan fungsinya untuk melédstarhutan.

Tarif yang menjadi dasar DR dinilai terlalu kecil.

Terjadi banyak penyimpangan didalam pengelolaannya.

w0 NP

Adanya pergeseran tujuan, semula DR sebagai aialt umencadangkan

penyusutan hutan menjadi alat penerimaan negara.

Atas kesimpulan tersebut, perlu dilakukan evaluashadap DR. Penulis
berpandangan bahwa pajak lingkungan merupakarumstr yang lebih baik,
dilihat dari sisi :
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1. Fungsi pajak lingkungan menggunakan pendekaggulernd bukan
sebagai penerimaan. Dengan demikian tujuan mejgkdi sebagai alat
kontrol.

2. Tarif pajak perlu untuk dilakukan evaluasi, dengaamperhitungkan
faktor-faktor ekonomis, ekologis, klimatologis, dadrolis.

3. Pengaturan pajak, melibatkan banyak pihak, sepketnenterian
keuangan (pemerintah pusat), pemerintah daerah, B&Kkementerian
kehutanan. Hal ini untuk menciptakameck and balanceslidalam
pengelolaannya.

4. Pajak akan terus berlaku selama terjadi penebapgfaon, tidak seperti
DR yang akan dihentikan setelah 35 tahun. AsumsiteBiin sudah

melakukan rotasi kembali pada areal penebangaarpart

5.2 Saran

1. Perlu dibuat atau perubahan suatu peraturan pergadadangan yang
memasukan pajak lingkungan secara khusus dan nmstriekonomi secara
umum sebagai kewajiban di dalam berinvestasi.

2. Perlu petunjuk yang mengatur teknis dan pelaksapagk lingkungan.

3. Proses perhitungan dan pencatatan pajak lingkumigargan pendekatan
sistem akuntansi accrual. Hal ini untuk memastikahwa kewajiban yang
akan datang sudah diakui dalam pencatatan, dengamkidn memenuhi
prinsip Polluters Pays PrincipleNamun agar memenuhi prinsip keadilan
dalam perpajakan, pajak yang dibayar hanya untbkrbsatu tahun (periode)

berjalan untuk setiap satu periode akuntansi.
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LAMPIRAN 11
3.21 Teori Pajak Lingkungan (Pigouvian Tax)

Gambar 3.1

Marginal External Cost

Cost, Benefit ) : ] (MEC)
A Marginal Net Private Benefit !
X (MNPB) !
“MNPB - t* i
. < ét* :
B, el
(@ QY Qm  Oupu (Q)

llustrasi Pajak Pigou Optimal dengan persamaannsdika

Manfaat sosial nettaNgt sosial benefit / NSB) adalah hasil dari keuntungan
bruto dari aktivitas ekonomi yang menghasilkan potlikurangi biayarivate cost /
C) kemudian dikurangi biaya eksternexternal cost / EC)

NSB = PQ - C (Q) - EC (Q) (3.1)
Dimana P adalah harga jual, Q adalah output (#&sivproduksi yang

menghasilkan polusi). Jadi

(3.2)
ONSB_p_0C_0EC_|
0Q 0Q 0Q
Persamaan untuk memaksimalkan NSB, sebagai berikut
p-0C,0EC_0SC
0Q 8Q 40Q (3.3)

Analisis terhadap ..., Endruw Samasta, FH Ul, 2011



SC adalah biaya sosiao€ial cost) yaitu hasil dari biaya (C) ditambah biaya
eksternal (EC), ini adalah untuk memaksimalkan N&Bwu juga bisa dicari dengan

persamaan berikut :

p.0C_0EC
0Q 09Q

atau 4B
ONPB_ 0EC
0Q 0Q

NPB adalah net private benefit, yaitu harga dikgradengan biaya privat.
Persamaan nomor 3.3 merupakan persamaan untuk Hargauatu output yang
menghasilkan polusi harus sama dengearginal sosial cost. Persamaan 3.4
merupakan bentuk lain dari persamaan 3.3 yaitukumerumuskan bahwaarginal
net private benefit (MNPB) sama dengamarginal eksternal cost. Menggunakan
persamaan 3.3, bahwa persamaan itu bisa terjaalikjit membebankan pajak, t*,

maka persamaan tersebut menjadi :

o OEC

Dimana Q* adalah level aktivitas, memperbaiki peraan 3.3, maka,

p-9C tx
o Q*
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